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MOTTO

“ Truth is not only violated by false hood ; it may
oulraged by silence ”
“ Kebenaran tidak hanya diperkosa oleh kepalsuan
tetapi juga oleh sikap bevrdiam diri”

( Henri Frederic Amiel )

“ Kalau ingin menjadi bangsa Yang besar,
kita harus mematuhi hukum ”

( Megawati Soekarnoputri )

“ Semua sudah aku lakukan bewdoa,
mengucurkan keringal, air mata
bahkan datah ; jika berhasil
adalah hal yang wajar tapi kalau gagal
adalah semata~mata cobaan Tuhan “

( Napoieon Bonaparte )
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RINGKASAN

Kajian dan analisis masalabh eksekust terhadap Hak Tanpgungan yang
berdasarkan UU No 4 Tahun 1996 1tu sebagal suatu hal yvang menarik, mengingat
keberadaannya dalam falu hintas hukum Perdata Indonesia yang sangat dibutuhkan
dalam perkembangan perckonomian khususnya duma perbankan. Hal vang menank
lainnva, karena cksekusi terhadap Hak Tanggungan ini sering muncul dalam lingkup
perjanjian, khususnyva perjanjian kredit dalam Dunia Perbankan terutama daiam
penanganan kredit macet. Salah satu cin Khas dan Hak [anggungan vang ada dalam
ULl MNe. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah pelaksanaan eksekusinya
mudah dan adanva kepastian hukum. nika salah satu pihak melakukan wanprestas:,
Pelaksanaan eksckusinya yang mudah tersebut dengan melalul sertifikat hak
tangeungan vang memual irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketihanan Yano
Maha Esa”, sama dengan putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum tetap
{ kekuatan eksekutonal )

Tujuan penulisan skeps) inl, dengan maksud vaitu untuk mengetahur dasar
periimbangan  pengajuan  permohonan  cksekus! dan untuk  mengetahu  dasar
perfimbangan hukum Hakim dalam penetapan No, 82/Pdt Eks/1996/PN BI.

Metode penulisan pada sknpst 11 menggunakan metode pendekataN Yuridis
Normatif vaitu suatu pendekatan dart sudut formal atau berdasarkan Undang-Tindans
vang berlaku. Sumber data vang dipakai data sekunder vaitu data vang diperoleh dan

erbaga)l sumber dengan cara mengadakan studi kepustakaan yaitu melalut buku-buku
literatur tentang Eksekusi Hak Tanggungan seria putusan Pengadilan Neweri Bale
Bandung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasaiahan
vang akan dibahas. Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi im digunakan
studi literatur. Analisa data vang digunakan adalah deskripul kualitanf vaitu cara
untuk memperoleh gambaran simgkat suatu permasalahan vang tdak berdasarkan aas
angka bilangan statistik, tetapn didasarkan atas Undang-Undang vang berlaku vang

ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
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[Dasar pertimbangan pengajuan permohonan eksekusi dalam perkara No
82/PdLEks/1996/PN. BB bahwa termohon Eksekusi telah 1erbukai cidera janp,
sehagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 6 UUHT, setelah dilakukan peneguran
sesual dengan keten!:.lmn Pasal 197 HIR. Pihak Temmtm-n Eksckusi tidak melakukan
kewajibannya pada Pemohon Eksckusi maka penvitaan eksekusi dapat dilaksanakan
herdasarkan tata cara cksekust yang bertitik tolak dari ketentuan Pasal 197, 193 dan
199  HIR. Dasar pertimbangan hukum  hakim  dalam  penetapan No.
82/PdL Fks/1996/PN BB didasarkan atas Pengadilan Negen Bale Bandung dalam
mengabulkan permohonan cksckusi vang diajukan oleh Pemohon Eksekusi, yang
akhimya mengeluarkan penctapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, vang
terdin dan Penetapan NU. 82/Pdt Lks/1996/PN BB pada tanggal 50 September 1996

dan Penetapan No. 8I/PdLEKs 1996/PN. BB pada tanggal 25 Okiober 1995 Dasar

pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan No. 8Z/PdlL Eks/1996/FPN BB tanggal
30 September 1996 didasarkan pada suatu perumbangan-periimbangan Pemohon
Fksekusi dalam pengajuan permohonan eksekusinya memohon kepada Pengadilan
Negerl Bale Bandung untuk melaksanakan cksckus) atas Serufikt Hak [anggungan
Peringkat Pertama jo. Akia Pemberian Hak Tanggungan Penetapan No
82/Pdt Eks/1996/PN BB tameual 25 Oktober 1996 didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan Berita Acara Teguran tanggal 16 Oktober 1996 No
S2/PdtEks/1996/PN.BB jo. Penetapan Mo SXTPdtERS 1996/ PN BE tanggal 30
Seplember 1996 telah dilakukan peneguran, akan tetapl sampat habisnva tenggang
waktu vang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Hakim sebelum mengabulkan Permohonan Exsekusi. diharuskan inencermatt
dan lebih telitt dalam memeriksa suatu perkara dan harus mengeahw lebih mendetail
kasus vang dipeniksanya, yang memuat fakta-fakta dan alat bukt vang diajukan oleh
prhak-pihak yang berperkara, Sertifikat lak Tanggungan agar mempunyal kekuatan
eksekutorial vang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan berlaku mutlak, maka barus dikuatkan dengan Penetapan dan pengadiian

agar mempunyal kekuatan mengikal dan daya paksa.
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i. PENDATIULUAN «ins JEHEER

i.1 Latar Belakang

Sektor perbankan vang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan
mempunyal peranan yang stralegis dalam kegiatan perekonomian karena kegiatan
usahanya terutama menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Disamping itu
peranan bank juga penting karcna merupakan lembaga pembiavaan yang sirateps
dalam membiayai berbagai kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan
mendorong  pertlumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan
ckonomi yang merupakan bagian pembangunan nasional, sangat diperiukan dana
dengan jumlah besar yang sebagian besar diperoleh melalui kegatan perkreditan
perbunkan. .

Penerimaan tanah scbagai agunan vang ditenma bank, tentunya mempunyai
tujuan untuk menjamin pelunasan kredit melalui penjualan agunan baik secara lelang
maupun di bawah tangan dalam hal debitur cidera janji, sehingga diperlukan suatu
lembaga pengikatan agunan yang memberi kepastian dan perfindungan hukum bagi
semua pihak yang terkait. Di sisi lain meningkatnya permintaan atas kredit dengan
pemberian agunan berupa tanah yang bukan berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha
dan Hak Cuna Bangunan, misainya tanah dengan Hak Pakai merupakan kebutuhan
masyarakat vang diakomodasi oleh Undang-undang Hak Tanggungan atas tanah
Pihak perbankan sangat berkepentingan untuk mengamankan kredit yang telah
disalurkannya dengan pengikatan agunan yang dijamin kepastian hukm{a_

Menurut Parfindungan ( 1996: 1) menyatakan bahwa :

Pelaksanaan perjanjian vang menyangkut jaminan kredit dalam praktek
biasanya menggunakan lembaga jaminan diantaranya hipotik, credit verband,
fidusia dan gadai. Setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan maka
lembaga hipotik dan creditverband diganti dengan iembaga Hak Tanggungan
yang merupakan istilah baru untuk lembaga jaminan maupun pelaksanaan dari
ketentuan Undang-Undang tentang adanya pranala jaminan hutang dengan
tanah sebagal jJaminannva.

-
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Sektor perbankan vyang berfungsi sebagai lembaga perantara kcuangan
mempunyal peranan yang Strategis dalam kegiatan perckonomian karena kegiatan
usahanya terutama menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Disamping itu
peranan bank juga penting karena merupakan lembaga pembiayaan yang strategis
dalam membiayai berbagai kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan
ekonomi yang merupakan bagian pembangunan nasional, sangat diperiukan dana
dengan jumliah besar yang sebagian besar diperoleh melaiui kegiatan perkreditan
perbankan.

Penenimaan tanah sebagai agunan yang ditenma bank, tentunya mempunyal
tujuan untuk menjamin pelunasan kredit melalui penjualan agunan baik secara lelang
maupun di bawah tangan dalam hal debitur cidera janji, sehingpa diperlukan suatu
iembaga pengikatan agunan yang memberi kepastian dan perfindungan hukum bagi
semua pihak yang terkait. D1 sisi lain meningkamya permintaan atas kredit dengan
pemberian agunan berupa tanah vang bukan berstatus Hak Milik, 1lak Guna Usaha
dan Hak Cuna Bangunan, misainya tanah dengan Hak Pakai merupakan kebutuhan
masyarakat vang diakoinodasi oleh Undang-undang Hak Tanggungan atas tanah.
Pihak perbankan sangat berkepentingan untuk mengamankan kredit yang telah
disalurkannya dengan pengikatan agunan yang dijamin kepastian hulqu{x_

Menurut Parfindungan ( 1996; 1) menyatakan bahwa -

Pelaksanaan perjanjian yang menyangkut jaminan kredit dalam prakiek
biasanya mengpunakan lembaga jaminan diantaranya hipotik, credit verband,
fidusia dan gadai. Setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan maka
lembaga hipotik dan creditverband diganti dengan lembaga Hak Tanggungan
yang merupakan istilah baru untuk lembaga jaminan maupun pelaksanaan dari
ketentuan Undang-Undang tentang adanya pranata jaminan hutang dengan
tanah sebagai jJaminannya.
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Menurut Sumardjono (1996; 4), Kehadiran Undang-Undang No, 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan iersebut diharapkan mampu membawa
perubahan baru ke arah vang lebih baik dalam perkembangan hukum
khususnya dalam bidang hukum eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia
Salah satu cin khasnya adalah pelaksanaan cksckusinya yvang mudah dan
memberikan jaminan kepastian hukum, jika salah satu pihak melakukan
wanprestasi.

Pelaksanaan eksekusinya vang mudah tersebut misalnya adalah melalu
Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa™, sama dengan  putusan pengadiian vang telah
berkekuatan hukum  tetap, selingga mempunyal kekuatan eksekutonial. Peran
pengadilan disini dibutuhkan untuk membuktikan debitur wanprestasi atau cidera
janji serta mempunyai daya mengikal dan daya paksa, schingga dapat menjerat
debitur yang lalai.

Eksekust terhadap Hak Tanggungan apabila debitur ingkar 1amii, dalam
kenyataannya tergantung pada beberapa faktor, diantaranya perlu ada itikad baik dari
para pihak yang wajib memahami dan mematuhi syarat subtansial dan formal dalam
proses pembebanan Hak Tanggungan. Pelaksanaan eksekusi Sertihkat Hak
Tangeungan, dasar pertimbangan pengajuan  permohonan  eksekusi  serta
pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan No. 82/Pdi.Eks/1996/ tersebut dicoba
untuk dikaji dan dianalisis melalui Penctapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
No. 82/ Pdt Eks/1996/ PN.BB.

Pelaksanaan FEksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dalam perkara vang
dimaksud di atas, apabila dihubungkan dengan peclaksanaan Undang-Undang Hak
Tanggungan, maka penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan
dalam suatu skripsi dengan judul: “Amafisis Yuridis Teriadap Eksekusi Afas Hak
Tanggungan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 (Studi Penetapan No. 8Z/Pdl.
ERs/T926/PN. BB} ™.

Kajian dan analisis masalah eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut
sangat menarik, mengingat keberadaannya yang masih baru dalam lalu hintas hukum
perdata Indonmesia yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian
khususnya dunia perbankan. Hal yang menank lainnya, karena eksekusi terhadap Hak
Tanggungan ini sering muncul dalam lingkup perjanjian, khusesnya perjanjian kredit
dalam dunia perbankan terutama dalam penanganan kredit macet.
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1.2 Rumusan Permasalahan.
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :
I. apa yang menjadi dasar pertimbangan pengajuan permohonan eksekusi 7
2. apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan No.
82/Pdt.Eks/1996/PN.BB 7

1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :
. untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana

Hukum pada Fakuitas Hukum Universitas Jember ;

I

merupakan sumbangan pemikiran vang ilmizh di bidang [imu Hukum yang
bermanfaat bagi almamater Fakuitas Hukum khususnya dan masyarakat pada

LUIMUImnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus vang ingin dicapai adalah :
1. untuk mengetahui dasar pertimbangan pengajuan permohonan eksekusi;
2. untuk mengetahui dasar pertimbaiipan hukum Hakim dalam Penetapan No.
82/Pdt. Eks/1996/PN.BB.

1.4 Metode Penulisan
L.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan suatu jawaban dari kajian dan analisa pokok pembahasan
dalam sknipsi ini, maka penuiis menggunakan metode pendekatan masalah yang
sesual. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan
Yuridis Normatif. Metode pendekatan Yuridis Normatif yaite suatu pendekatan dari
sudut formal atau berdasarkan undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1990 :11).
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1.4.Z Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan daiam penuiisan sknpsi im adalah sekunder
untuk menghasiikan sumber data. Data sekunder yaitu data yang diperoich dari
berbagai sumber dengan cara mengadakan studi kepustakaan yaitu melaiui buku-buku
literatur yaitu tentang cksekusi hak tanggungan serta putusan Pengadilan Negeri Bale
Bandug dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
yvang akan dibahas.

Sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh melalui studi literatur yang
berbentuk dokumen-dokumen (arsip), peraturan perundang-undangan, majalah yang

menunjang datam penulisan skripsi ini (Soemitro, 1990 11).

1.4.3 Metode Fengumpuian Daia

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini digunakan studi literatur
yaitu metode pengumpuian data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yang
diperoleh dengan membaca liferatur, majalab-majalah dan peraturan perundang-

undangan yang masih berfaku dan relevan dengan penulisan sknipsi ini.

1.4.4 Analisa Data

Analisa data yang dipakar dalam penulisan sknpsi 1nmi adalah desknpuf
kuslitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkal suatu permasalahan yang
tidak berdasarkan atas angka bilangan siatistik, tetapi didasarkan atas undang-undang
yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dan
permasalahan tersebut dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas
(Soemitro, 1990:11 ).
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SO YLTT— |
| CRSTS Inie |
|

il. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI S s
2.1 Fakta

Pemohon eksekusi dalam perkara No.82/PdtEks/1996/PN BB adaiah PT.
Bank Bali Cabang Bandung yang beralamat di JI. Merdeka No. 66 Bandung
Sebaliknya Termohon Eksekusi I adalah Zainal Abidin (d/h Ong Eng Lai) dan yang
menjadi Termohon Eksekusi 11 vaitu Nyonya Lina Christine (d'h Tan Chui Ling- Istri
dari Termohon Eksekusi 1), keduanya bertempat tinggal di JI. Kopo No. 557
Bandung, schingga baik Pemohon Eksekusi maupun Termohon Eksckusi bertepat
tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung. Obyek yang dimohonkan
eksekusi berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya dengan Sertifikat HGBB No.
339/Desa Rahayu, terletak di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kabupaten
Bandung yaitu ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung,

Termohon Eksekusi I dengan persetujuan Termohon Eksckusi 1T meminjam
uang kepada Pemohon Eksekusi (PT. Bank Bali Cabang Bandung) vang dikuatkan
dengan Akta Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 1995 Nomor 75 jo, Akta Pemberian
Jaminan tanggal 26 Juni 1995 No. 76. Termohon Eksekusi 1 dengan persetujuan
Termohon Eksekusi [l sebagaimana dimaksud daiam Akta Pengakuan Hutang tanggal
26 Jum 1995 Nomor. 73 jo Akta Pembenan Jaminan tanggal 26 Juni 1995 Nomor, 76
dan ielah membenkan kuasa memasang hipotik pertama dan hipotik-hipotik
sclanjutnya serta kuasa menjual tanah atas hak guna bangunan dengan sertifikat HGB
Nomor 339/Desa Rahayu, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,
Kecamatan Margaasih. Desa Rahayu, Persil Blok E-3 Kav. Nomor. 02/T. 48, Asal
Persil Pemisahan dari B.7/Rahayu. Lamanya Hak Guna Bangunan tersebut selama 20
tahun, vang berakhir tanggal 23 Juli 2013. Kuasa memasang hipotik pertama dan
hipotik selanjutnya tersebut menurut ketentuan pasal 24 ayat (3) UU No 4 wahun
1996 adalah dapat dipergunakan sebagai surat kuasa membebankan hak tanggungan
dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung scjak saat berlakunya UU Hak Tanggungan

tersebut:

Ly
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Sampai batas waktu vang ditetapkan, ternyata pihak Termohon ikseicusi tidak
melaksanakan kewajibannya Pihak PT. Bank Bali Cabang Bandung melalui
kuasanya yaitu Rio Ferry Sihombing, SH dan Chaizamo berdasarkan surat
permohonan tanggal 05 September 1996 No. 01/05/IX/1996/R M.D.Bdg, mengajukan
permohonan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk melaksanakan eksekusi
atas Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.00304/1996 tangeal 18 Jumi
1996 jo. Akta Pemberian 11ak Tanggungan No. 64/04 Margaasih/1996 tangpal 3 Juni
1996,

Pemohon [Cksckusi dalam mengajukan permohonan eksckusi tersebut
dikuatkan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tulisan yang terdiri atas °
1. Akta Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 1995 Nomor 75 ;
2. Akta Pemberian Jaminan Tangpgal 26 Juni 1995 No. 76 -
3, Sertifikat Hak Tanggungan Peningkat Pertama No.00304/1996 tangeal 18 Juni

1996 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/04 Margaasih/1996 tangeal

3 Junmi 1996 ;

4. Sertifikat TMak Guna Bangunan Nomor 339/Desa Rahayu,lerietak di Propinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margaasih, Desa Rahayu, Persil
Biok -3 Kav. Nomor. 0Z/T 48, asal Persil Pemisahan dari B.7/Rahayu.
Lamanya Hak Guna Bangunan tersebut seiama 20 tahun, vang berakhir tanggal
23 Juli 2013, Gambar situasi tanggal 13 September 1994 No. 8684/1994, Luas
209 M2 tercatat atas nama Zainal Abidin.

b. Pengakuan dari Termohon Eksekusi sendiri yang menyatakan bahwa mereka

benar-benar mempunyai hutang terhadap Pemohon Eksekusi ;

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi
tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 September
1996 memberikan Penctapan pada Perkara No. 82/Pdt Eks/1996/PN.BB yang intinya
sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi ;
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2. Meminia bantuan kepada Ketua Pengadilan Negen Kls i-A Bandung agar
memerintahkan kepada Jurusita/jurusita Pengganti untuk memanggil Termohon
Eksekusi 1 dan Termohon Eksekusi ii agar supaya mereka datang menghadap
kepada Ketua Pengadilan Negeri Baic Bandung pada hari Rabu tanggai 16
Oktober 1996 jam 10.00 WIB, untuk ditcgur agar dalam tenggang waktu 8
(delapan) han setelah ditegur, melaksanakan kewajibannya untuk membayar
utang kepada Pemohon Eksekusi sechagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian
Tanggungan No. 64/04/Margaasih/1996 tanggal 3 Juni 1996 jo. Sertifikat Hak
Tanggungan Peringkat Pertama No. 00304/1996 tangpal 18 Juni 1996 berjumiah
sebesar Rp. 49.703.533.- (empat puluh sembilan juta tujuah ratus tiga ribu lima
puluh tiga puluh tiga rupiah).

Ketua Pengadilan Negeri Bandung atas permintaan Pengadilan Negenri Bale
Bandung tertanggal | Oktober 1996 No. W&. DO. HT. 04. 10-1982, melalui Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yaitu Taryana, pada tanggal & Oktober
1996 menyampaikan Surat Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi T dan
Termohon Eksekust IL Isi Surat Panggilan Teguran itu adalah memanggil kedua
Termohon Eksekusi untuk menghadap kepada Ketua PN Bale Bandung pada tanggal
16 Oktober 1996 guna ditegur agar daiam tenggang walktu 8 (deiapan) hari seteiah
ditegur, melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon
Cksekusi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
No.64/04/Margaasih/1996 tanggal 3 Jumi 1996 jo. Sertifikat Hak Tanggungan
Peningkat Pertama No. 00304/1996 tanggal 18 Juni 1996 berjumlah schesar Rp.
49.703.533,(Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh
tiga rupiah).

Pada tanggal 15 Oktober 1996, Termohon Eksekusi [ dan Termohon Eksekusi
IT mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung,
agar diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan sejak Termohon Eksekusi ditegur
menyzlesaikan hutang kepada PT. Bank Bali Cabang Bandung sebagaimana dalam
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perkara No. 82/PdL. Eks/1996/PN.BB. Dalam surat pernyataan untuk menyelesaikan

hutang setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak adanya teguran.

Pada tanggal 23 Oktober 1996, Pihak Pemohon Eksekusi melalui kuasanya

vaitu Rio Ferry Sihombing, SII yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4

September 1996 mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Bale Bandung untuk melakukan penyitaan eksekusi dilanjutkan dengan lelang

eksekusi terhadap barang vang dijadikan jaminan utang Termohon Eksekusi vang

terdaftar dalam register Perkara Perdata Eksekusi No. 82/Pdt.Eks/1996/PN.BB.
Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, akhirnya memberikan penetapan
terhadap perkara No. 82/Pdt.Eks/1996/PN BB, yang pada pokoknya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi ;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau jika ia
berhalangan hadir karena tugas/pekerjaan lain supaya diganti oleh wakiinya yang
sah dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan
penyitaan cksekusi terhadap barang jaminan hutang Termohon Eksekusi yang
telah dibebani Hak Tanggungan tersebut, berupa:

f;ﬁebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.339/Desa Rahayu,
terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margaasih, Desa
Rahayu, Persil Blok E-3 Kav. Nomor. 02/T 4%, asal Persil Pemisahan dari
B.7/Rahayu. Lamanya Hak Guna Bangunan tersebut sclama 20 tahun, yang
berakhir tanggal 23 Juli 2013, Gambar situasi tanggal 13 Seplember 1994 No.
8684/1994, Luas 209 M2 tercatat atas nama Zainal Abidin, dengan segala
bangunan dan tanaman serta segala sesuatu lainnya yang sekarang telah dan/atau
dikemudian han mungkin akan didinkan/ditanam/berada di atas tanah hak tersebut
di atas, yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut hukum/ Undang-
Undang dianggap sebagai benda tidak bergerak.
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Pada

9

tanggal 31 Oktober 1996, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale

Bandung dengan disertal 2 (dua) orang saksi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri

Bale Bandung tersebut dengan Penetapan No. 82/Pdt Eks/1996/PN BB melakukan

penyitaan eksekusi atas barang jaminan hutang Termohon Eksekusi.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada dalam

skripsi ini adalah sebagai berikut ;

L

5

Pasal | angka | Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

yang berbunyi :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,
yang seianjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan
pada hak atas tanah scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Apraria, berikut atau tidak
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan vang diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur fain™.

Pasal 4 Undang -undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Ifak Tanggungan vang

berbunvi :

Ayal (1) : Hak atas tanah yang dapat dibebam Hak Tanggungan adalah:

Ayat (2) :

Ayat (3) :

Avyat (4) :

a. Hak Milik
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hak
Pakai atas Negara yang menurut ketentuan vang beriaku wajib didafiar
dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani
Hak Tanggungan.

Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik
akan diatur febih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut
bangunan tanaman dan hasil karya yag telah ada atau akan ada yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan
milik pemegang hak atas kesatuan dengan tanah tersebut dan vang
merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya
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dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pembenan ak Tangggungan
vang bersangkutan.

Ayat (3) : Apabila bangunan, tanaman dan hasil karya sebagaimana di maksud
pada ayat (4) tidak dimilikii oleh pemegang hak atas tanah,
pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat
dilakukan dengan penandalangan serta pada Akta Pembenian Hak
Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi
Kuasa untuk 1tu olehnya dengan akta otentik.

Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang
berbunyi :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai
hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendin meiaiui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut”.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Iak

Tanggungan yang berbunyi :

Ayat (1) : Pemben Hak Tanggungan adalah orang - perscorangan atau badan
hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap obyek Hak Tangpungan yang bersangkutan.

Ayal (2) | Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek
Hak Tanggungan scbagaimana dimaksud pada ayat (i) harus ada pada
pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan
dilakukan.

Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang
berbunyi :

Pemegang Hak Tanggungan adalah orang-perseorangan atau badan hukum
yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.
Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang no. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang berbunyi :

Ayatl (2) : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (!)
memuat irah-irah  dengan  kata-kata = DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ~

Ayat (3) : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada avat(2)
mempunyal kekuatan eksekutoriai yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku
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7. Pasal 20

berbunyi :

ayat(l)

Avat (2) .

Ayat (3) :

Avat (4) :

Avat (5)

berbunyi :

“Apabila

sebagal pengganti grossc akta hipotik sepanjang mengenai hak atas
tanah.

Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang [ak Tanggungan yang

: Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

a, Hak pemegang Hak Tanggunpan pertama untuk menjual obyek
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut
tata cara yang ditetntukan dalam perarturan perundang-undangan
untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak
mendahului daripada kreditur-kreditur fainnya.

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjuaian
obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika
dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak.

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan setelah lewat | (satu) bulan sejak diberitahukan
secara lerfulis oleh pemberi atau pemegang Hak Tangpungan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya
dalam 2 (dua) surat kabar vang beredar di daerah yang bersangkutan
dan/atau media massa setempal, serta fidak ada pihak yang
menyatakan keberatan.

Setiap janji untuk melaksanakan cksekusi Ifak Tanggungan dengan
cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) batal demi hukwmn.

Sampai saat pengumuman untuk leiang dikeluarkan, penjua- lan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tansgungan itu beserta
biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan,

Pasal 21 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang

pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak

Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut
ketentuan Undang-Undang”,
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9. Pasal 26 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, vang
berbunyi :

“Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, semua
peraturan perundang-undangan mengenail pembebanan Hak Tanggungan kecuali
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tetap berlaku sampa
ditetapkannya peratoran pelaksanaan Undang-Undang i1m  dan dalam
penerapannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

10). Pasal 195 ayat (2) HIR vang berbunyi ;

“lika hal yang menjalankan itu harus dikerjakan sama sekali atau sebagian diluar
daerah hukum Pengadilan Negeri vang tersebut di atas itu, maka Ketuanva
meminta pertolongan dengan Surat Ketua Pengadilan bangsa bumi putera vang
berhak”.

11. Pasal 196 HIR yang berbunyi :

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu

dengan baik, maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan baik
dengan hsan, baik dengan surat supava keputusan itu dijalankan, vaitu kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195. Maka
Ketua 1tu menyureuh memanggil pthak yvang dikalahkan itu serta menaschati,
supaya ia mencukupi keputusan itu dalam wakiu yang ditentukan oleh Ketua itu,
selama-lamanya delapan hari™.

I2. Pasal 197 ayat (1) HIR yang berbunyi :

“Jika sudah waktu lalu yang ditentukan itu, serla orang vang dikalahkan itu belum
Jjuga mencukupi keputusan itu, sesudah dipangggil dengan patut tiada juga
menghadap, maka Ketua karena jabatannya memberi perintah dengan surat |
supaya disita sekian barang vang tidak tetap dan jika tidak ada barang demikian
itu, atau ternyata tidak cukup sekian barang tetap kepunyaan orang vang
dikalahkan itu, sehingga dirasa cukup akan pengganti jumiah uang yvang tersebut
di dalam keputusan itu dan sekian belanja untuk menjalankan keputusan itu™,

Avat (2) yang berbunyi :

Penyitzan dijalankan oich Panitera Pengadiian Negen.

Ayat (3) yang berbunyi :

Apabila Pamtera itu berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau oleh sebab
vang lain, maka ia digantikan oleh seseorang vang cakap atau vang boleh
dipercayai, vang akan ditujukkan untuk itu oich Ketua atau atas permintaannya
oleh Kepala Pemerintahan setempat, dalam hal menunjukkan orang itu menurui
cara vang tersebut tadi Ketua berkuasa pula, jika menurut keadaan hal iu
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14.

15.

tertimbang periu untuk menghematkan ongkos berhubung dengan jauhnya tepat
dimana penyitaan itu harus dilakukan.

Avat (6) vang berbunyi ;

Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang namanya
pekerjaannya dan tempal diamnya disebutkan dalam proses verbal itu dan yang
serta menandatangani proses verbal itu dan salinannya,

. Pasal 198 ayat (1) I1IR yang berbunyi :

Jika disita barang tetap, maka proses verbal penyitaaan 1tu dimaklumkan kepada
umum, vaitu jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut “Ordonansi tentang
pemindahan barang tetap itu dan tentang membukukan hipotik atas barang itu di
Hindia Belanda” (Staastblad 1834 NO0.27), dengan menjalin proses verbal itu
dalan daftar yang tersebut pada pasai 30 dari “Peraturan tentang menjalankan
undang-undang baru dan perubahan untuk itu” ( Staatsblad 1948 No.10), dan jika
tiada dibukukan menurut ordonansi yang tersebut di atas ini dengan menjalin
prose verbal itu dalam daftar yang disediakan akan maksud 1tu di kantor Panitera
Pengadilan Negen, dalam kedua hal itu dengan menyebutkan jam, hari, bulan dan
tahun, penyitaan itu minta dimaklumkan kepada umum, sedang jam. hari, buian
dan tahun harus disebut oleh Panitera pada surat asal yang diberikan kepadanya.

Ayat (2) yang berbunyi :

Lain daripada itu orang yang disuruh menyita barang itu membeni perintah kepada
Kepala Desa supaya hal menyita barang ini dimaklumkan ke tempat itu menurut
cara yang biasa sehingga diketahui oleh orang yang sebanyak-banyaknya.

Pasal 199 ayat (1) HIR yang berbunyi :

Terhitung mulai dari proses verbal penyitaan barang itu dimakiumkan kevada
umum, maka pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan kepada
orang lam. memberatkan atau mempersewakan barang tetapan itu yang disita itu,

Pasal 200 ayat (1) HIR yang berbunyi :

Penjualan barang sitaan dilakukan dengan pertolongan kantor lelang, atau
menurut keadaan yang akan ditimbang oleh Ketua, oleh orang yang meiakukan
penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan boleh dipercayai, vang akan
ditunjukkan oieh Ketua dan yang tinggal di tempat penjualan itu dilakukan atau di
dekat tempat it
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16.

17

14

Pasal 224 HIR yang berbunyi

Surat grosse dari pada akta hipotik dan surat utang, yang dibuat dihadapan Notans
di Indonesia dan vyang kepalanya memakai perkataan “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ berkekuatan sama dengan putusan
Hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai maka
perihal menjalankannya dilakukan dengan perntah dan pimpinan Ketua
Pengadilan Negeri vang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau
tinggal memilih kedudukannya yaitu secara yang dinyatakan pada pasal-pasal di
atas ini dalam bagan ini, akan tetapi dalam pengertian, bahwa paksa badan 1tu
hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan Hakim. Jika hal
melakukan putusan Hakim itu harus dijalankan sama sekali atau scbagiannnya di
luar daerah hukum Pengadiian Negeri, yang Ketuanya menyuruh melakukan itu
maka diturutlah peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya,

Pasal 56 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Kepaiiitan vang berbunyi :

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 36A, setiap kreditur yang
memegang [ak Tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnnya
dapat mengeksekusi haknya scolah-olah tidak terjadi kepailitan.

1%. Pasal 36 A ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Kepailitan yang berbunyi :

Hak eksckusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak
pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur
vang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paiing lama 50 han
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal nutusan pailit ditetapkan.

2. 3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Eksckusi

Eksckusi dalam bahasa Indonesia disebutkan “pelaksanaan putusan™

Fksekusi schagai tindakan hukum dilakukan oieh pengadilan kepada pihak yang

kalah dalam suatu perkara yang juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dan

proses pemenksaan perkara.

“Eksekusi itu adalah tindakan yang berkesinambungan dan keseluruhan proses

hukum acara perdata, juga eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan™
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pengadiian yang meiaksanakan secara paksa putusan pengadifan dengan bantuan
kekuatan umum apabila pihak vang kalah tidak mau menjalankannya secara
sukarela, eksekusi dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap™
{Situmorang dan Sitanggang, 19953: 119).

Menurut Hutagalunp (1991: 561) eksekusi merupakan suatu usaha nyata
untuk melaksanakan putusan karena para pihak atau salah satu pihak yang tersangkut
dalam putusan itu tidak mau menaati secara sukarela. Seringkall digunakan 1sniah
untuk ini “Erechttelijketen witvoerlegging™ atau “execution force™, namun dalam UL
N. i4 tahun 1970 menvebutnya sebagai melaksanakan putusan pengadiian.

Bagi sctiap orang vang ingin mengetahul pedoman atauran cksekusi, harus
merujuk ke dalam aturan perundang-undangan vang diatur dalam HIR atau RBG
(Harahap. 1995: 1).

Prinsipnya. apabila ditinjau dari segi yundis hanva putusan yang telah
memperoleh kekuatan yang tetap (In kracht van pewijsde) vang dapat dijalankan.
Maka telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pthak
vang berperkara. maka hubungan hukum iersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi
oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat). Caranya dapat dilakukan atau dijalankan
secara sukarela oleh pihak tergugat maupun dilaksanakan dengan paksa dengan jalan
bantuan kekuatan umum.

Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan itu
belum dapat dijalankan atau upaya dan tindakan cksckusi belum berfungsi. Eksekusi
haru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung :

1. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. Pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara
sukarela.

Pasal 195 ayat (1) HIR yang mengatur tentang pelaksanaan putusan atau
eksckusi adalah sebagai benikut -

Hal memalankan keputusan pengadilan negeni.dalam perkara yang pada

tingkat pertama diperiksa olch pengadilan negeri, adalah atas perintah dan

dengan dercan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkal pertama

memeriksa perkara itu, menurul cara yvang diafur dalam pasal-pasal berikut
1.
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2.3.2 Macam-Macam Eksckusi
Dalam hukum acara perdata dikenal tiga macam eksekusi yaitu, sebagai
berikut (Mulyadi, 1999: 276) :

a. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 196 (pasal 208 Rbg) ialah eksekusi putusan
vang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang.

b. EDksekusi yang tercantum dalam pasal 225 HiR ialah sescorang dihukum untuk
melaksanakan suatu perbuatan.

. Lksckusi mil tidak terdapat dalam IR akan tetapi dalam praktek banyak
dilakukan. Eksekusi ini juga harus dimohonkan oleh pihak penggugat kepada
Ketun Pengadilan Negeri yang memutus di tingkal pertama agar putusan
dilaksanakan. Jika eksekusi penyerahan barang dari pihak vang dikaiahkan
tersebut memerlukan pengosongan, maka pengosongan tersebut meliputi orang
atau harta bendanva.

Menurut Mertokusumo (1998: 209) jenis pelaksanaan putusan dibagi menjadi
tiga yaitu ;

I. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar
sejumlah uang, diatur dalam pasal 196 HIR (ps. 208 Rbg).

2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan.
Pihak yang dimenangkan dapat minta kepada Hakim agar kepentingan yang akan
diperolehnya dinilai dengan uang,

Eksekusi Riil yaitu peiaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh
putusan Hakim sccara langsung, yang menuju kepada hasil yang sama seperti
apabila dilaksanakan secara sukarela oieh pihak yang bersangkutan. Prestasi yang
terhutang misalnya; pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan
tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda. Fksekusi mengenai ganti rugi dan
uang paksa bukan merupakan eksekusi riil.

laa

Undang-Undang sendii memungkinkan adanya eksckusi i seperti
penambahan daftar catatan sipil serta pembatalan suatu merk dalam daftar umum
kantor hak milik perindustrian, Eksekusi riil ini tidak diatur daiam HIR tetapi diatiur
dalam pasal 1033 Rv. Yang dimaksudkan eksekusi riil oleh pasal 1032 Rv ialah
pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap.

Disamping tiga jenis cksekusi tersebut masih dikenal apa vang dinamakan
“parate eksekusi” atau eksekusi iangsung. Parate executie terjudi apabila seorang
kreditur menjual barang-barang tertentu mulik debitur tanpa mempunyal Llite

eksekutonal. sebagaimana diatur dalam Pasal 11535 BW (Mertokusumo, 1998: 210).
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2.3.3 Hambatan -Hambataa Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi svatu putusan perkara perdata tidak semuanya dapat
berjalan lancar, bahkan hampir setiap eksekusi yang akan dijalankan akan dihadapkan
kepada masalah-masalah baru.  Penangguhan atau penundaan, kegagalan,
penyempurnaan, pengulangan cksekusi ataupun pada saat terakhir ditetapkan scbagai
suatu yang tidak dapat dieksekusi disebabkan oleh banyaknya hal vang berlainan. Hal
ini menunjukkan bahwa hukum eksekusi merupakan suatu seni yang menuntut syarat
ketrampilan dan kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan,

Rincian sebab-sebab adanya hambatan eksekusi menurut Bachar (1995: 109)

dapal dibedakan sebagai berikut :

a. karena izin Undang-undang ;

b. hambatan karena bunyi/ redaksi putusan ;

¢. hambatan karena putusan-putusan vang saling bertentangan ;
d. hambatan di lapangan ;

¢. hambatan karena tindakan penguasa ;

f. penetapan tidak dapat dieksekust |

g. hambatan karcna alasan lain.

Menurut Harahap (1995 @ 309) dengan mehhat keberadaan obyek eksekusi
ada beberapa alasan hukum dan fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar untuk
menyatakan bahwu putusan pcrkara perdata yang telah mempunyal kekuatan hukum
yang tetap tidak dapat dilaksanakan (noncksekutabel), antara lain
I, Harta kekayaan tereksekusi tidak ada.

Pengertian 1m tidak boleh ditafsirkan secara sempit, oleh karena itu vang
termasuk jangkauan pengertian mengenai harta tereksekusi tidak ada lag -

a. Secara mutlak harta kekayaan eksckusi tidak ada.

Pada kasus ini sama sekali harta kekayaan tereksekus: benar-benar sudah tidak ada
lagi, dalam arti harta kekayaannya sudah habis. Oleh karena itu dalam kasus yang
demikian eksekusi harus dinyatakan noneksekutabel (tidak dapat dijalankan) atas
alasan barang tercksckusi tidak ada. Namun faktor keadaan tidak adanya barang
tereksekusi tidak menghapuskan atau menggugurkan hak pemohon cksekusi untuk
menuntut pelunasan hutang, Secara yunidis tagihan tetap ada, hanya eksekusinya
yang tidak dapat dijalankan . Maka pada saat dijumpai adanya barta kekavaan
tereksekusi, noneksekutabel yang melekat pada eksekusi dapat dicairkan kembali.

b. Pada saat eksekusi dijalankan, permohon eksekusi tidak mampu menunjukkan harta
kekayaan tereksekusi.
Hal ini sesuai dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemohon
cksckusi, dia harus mampu menunjukkan harta kekayaan tercksckusi vang akan
menjadi obyek eksekusi. Sehingga selama pemohon eksckusi tidak dapat
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menunjuk barang tercksekusi, baik secara fisitk maupun berdasar identitas dan
lokasi barang, cksekusi tidak dapat dijalankan dan Ketua Pengadilan Negeri
berwenang untuk menyatakan permintaan noneksekutabel.

E )

. Barang yang ditunjukkan tidak diketemukan.
Pemohon eksekusi menunjuk suatu barang yang hendak dijadikan obvek eksekusi,
akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan juru sita tidak menemukan secara jelas
obyek tersebut. Dalam keadaan seperti i, eksekusi tidak dapat dijalankan atas
alasan barang yang hendak dieksekusi “tidak ada™ atau barang vanp hendak
dieksekus: “tidak diketemukan™,

2. Barang obyek eksekusi di tangan pihak ketiga.

Pada prinsipnya eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila
barang obyek eksekusi sudah berpindah kepada pihak ketiga, sedang pihak ketiga tadi
tidak 1kut digugat. Namun prinsip ini tidak terlepas dari faktor :

a. Keabsahan alas hak yang diperoleh pihak ketiga atas barang vang
bersangkutan;dan

b. Adanya amar yang mencantumkan penghukuman siapa saja yang mendapat hak
dari tergugat,

Kedua faktor ini merupakan iandasan berpijak bagi Ketua Pengadilan Negen
untuk menetapkan apakah sesuatu barang vang berada di tangan pihak orang vang
tidak ikut digugat dapat atau tidak dieksekusi. Seckalipun amar putusan
mencantumkan kalimat  yang menghukum setiap orang yang mendapat hak dari
tergugat, lebih dulu harus diteliti apakah beradanya barang itu pada pihak ketiga
tersebut berdasar alas hak yang sah.

Menurut Harahap ( 1995 : 312), * Kalau alas haknya tidak jelas, eksckusi
dapal menjangkau pihak ketiga vang tidak ikut digugat. Jika alas haknya sah,
eksekusi terhadap pihak keuga harus dinyatakan noneksekutabel dan jika yang
berkepentingan ingin agar barang vang dikuasai oleh pihak ketipa dapat dieksekusi.
dia harus mengajukan gugatan baru lerhadap pihak ketiga yang menguasai barang
obvek perkara ™.

3. Barang yvang hendak dieksekusi dijaminkan kepada pihak ketiga.

Kasus ini terutama banyak sekali terjadi dalam eksekusi pembayaran sejumlah
uang. Jadi kalau kasusnya murni bahwa hutang tidak ada jaminannya, kemudian pada
saat harta debitur hendak dieksekusi ternyata hartanya sudah diagunkan kepada pihak
ketiga, acuan penerapan eksekusinya :

4. Eksekusi nonekseckutabel terhadap barang yang sudah diagunkan kepada nihak
ketiga:

b. Yang dapat dieksekusi hanya terhadap barang debitur yang bebas darn
pembebanan agunan;

¢. Jika sama sekali tidak dijumpai harta lain selain daripada barang yang telah
diagunkan, cksekusi dinyatakan noneksekutabel,
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[9

Demikian penerapannya, kalau benar-benar hubungan peminjaman lanpa
barang jaminan. Akan tetapi bila peminjaman dibarengi dengan barang jaminan
kKemudian barang jaminan tadi dijaminkan pula kepada pihak ketiga, sudah lain
masalahnya. Masih besar kemungkinan eksekusi dapat dijalankan selelah diteliti
tanggal pemberian jaminan yang dipegang pemohon cksekusi dengan tanggal
pemberian jaminan yang dipegang pihak ketiga,

Sehubungan dengan kasus eksckusi terhadap barang jaminan vanp kemudian
dijaminkan kepada pihak ketiga dapat diselesaikan dengan jalan
a. Pemegang jaminan terakhir tunduk kepada eksekusi pemegang jaminan pertama:
b. Kalau barang yang hendak dieksekusi ternyata telah lebih dahulu diagunkan pada

pihak ketiga, eksekusi dapat dialihkan kepada barang yang lain.

4. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya.

Dalam keadaan seperti ini ada beberapa iangkah yang dapat dilakukan oieh
Ketua Pengadilan Negeri sebelum mengeluarkan penetapan noneksckutabel. vaitu
a. Memenntahkan pemeriksaan setempat;

b. Pemeriksaan setempat dihadiri oich para pihak:

c. Biaya pemeriksaan setempat dibebankan panjamya kepada pthak pemohon
eksekusi; dan

d. Jika pemeriksaan setempat tidak berhasil menemukan batas yang jelas, maka
eksekusinva dinyatakan noneksekutabel.

Jadi sebelum sebelum dikeluarkannya penetapan noneksckutabel harus
dilakukan upaya menemukan kejelasannya lebih dulu dengan pemeriksaan sctempat.
Jika pemeriksaan setempat sudah dilakukan dengan cermat dan wajar, tetapi tetap
tidak diketemukan kejernihan batas tanah yang hendak dieksekusi, barulah dapat
dibenarkan mengeluarkan penetapan noneksekutabel berdasar alasan tanah yang
hendak dicksekusi tidak jelas batas-batasnya,

3. Barang obyek eksekusi berada di luar negeri.

Hal ini sesuai dengan asas “nasionaiitas™ dan “teritoriai yang terkandung
dalam perundang-undangan hukum acara perdata Menunit asas ketentuan hukum
(perdata material dan formal) berlaku kepada sctiap orang tanpa kecuali. Akan tetapi
daya kekuatan berlakunya dibatasi oleh asas teritorial, yakni hanya terbatas untuk
wilayah Indonesia. Disamping itu terdapat pula hambatan lain berupa asas
“kedaulatan™ sebuah negara, sehingga badan kekuasaan negara Jain udak
diperkenankan bertindak dalam wilayah negara lainnya kecuali ada perjanjian antara
Indonesia dengan negara lain di bidang pelaksanaan penegakan hukum perdata.

Menurut asas peradilan indonesia, putusan pengadiian vang dijatuhkan
pengadilan Indonesia ;

a. Hanya beriaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia: dan
b. Oieh karena itu, tidak mempunyai dava eksekusi di Tuar negern.
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Apabila pemohon cksekusi tetap berkeinginan agar eksekusi dijalankan
terhadap barang yang berada di luar negeri, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh
adalah mengajukan gugatan di pengadilan negara di tempat barang 1tu berada.

6. Perubahan status tanah menjadi milik negara.

Menurat Harahap (1995 : 325) bahwa upava lain vang dapat dilakukan oleh
penggugat (pemohon eksekusi) untuk pelaksanaan eksekusi terhadap kasus seperti imi
adalah ;

a. Dapat dialihkan kepada barang lain Eksekusi.
Khusus untuk memenuhi eksekusi pembayaran sejumiah vang, apabila tanah vang
menjadi obyek cksekusi telah beralih statusnya menjadi milik negara, eksekusi
dapat dialihkan terhadap harta kekayaan vang lain.

b. Mengajukan gugat gant rugi kepada pihak tereksekus:
Khusus mengenai eksekusi miil, apabila eksekusi berhadapan dengan obvek tanah
yang hendak dieksekusi telah berubah statusnya menjadi tanah negara, pihak
pemohon cksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak tereksekusi

7. Terdapat dua putusan yang saling berbeda.

Menurut Harahap (1995:328), Jika Pengadilan Negeri berhadapan dengan
cksekusi atas dua putusan yang saling bertentangan vang dapat dijadikan alasan
noncksckutabel ialah
a. fakta tentang adanya saling bertentangan antara dua putusan vang bersangkutan ;

dan
b. tidak tepat atas alasan nebis in 1dem.

Sebab alasan noneksekutabel yang dapat dipergunakan ialah berdasar fakia
yang diketemukan dalam kedua perkara, yakni fakia adanya “saling pertentangan”.
Alasan vang berdasar nebis in idem, berarti pengadilan telah bertindak memla
kebenaran hukum yang terdapat dalam putusan. Padahal dalam melaksanakan
cksekusi, pengadilan ndak boleh menilat 1si dan pertimbangan hukum yang terdapat
dalam putusan. Yang boleh menilai isi putusan suatu perkara hanya persidangan dan
putusan pengadilan

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus putusan yang
saling bertentangan
a. Melalui Upaya Peninjauan Kembali
Salah satu pihak yang memegang putusan yang saling bertentangan mengajukan
permohonan peninjauan kembali, agar segera mengajukan permohonan penirjauan
kembali atas alasan diketemukan dua putusan pengadilan vang saling
bertentangan, sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf e UU No. 14 mahun 1985
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b. Melaln Perdamaian.
Cara 1mi yang paling tepat jika ada persesuaian di antara mereka, karena bila tidak
mau berdamai dan tidak mau mengajukan permohonan peninjauan kembali, maka
pengadilan tidak berbuat apa-apa dan salah satu dan putusan vang saling

bertentangan harus menjadi korban untuk selama-lamanya.

2.3.4 Putusan Yang Dapat Dieksekusi.
Menurut Bachar (1995: 20-71) putusan vang dapat dicksekusi antara lain
adalah ;

a, Putusan yang berkekuatan hukum pasti.

Putusan itu tidak ada lagi terbuka uniuk menggunakan upaya hukum biasa yang
tersedia. Maksudnya meskipun satu atau kedua belah pihak mengajukan banding
atau kasasi tetapi apabila mengajukannya itu sudah melewati tenggang upaya
hukum yang ditetapkan undang-undang, putusan sudah dapat dikatakan telah
mempunyal kekuatan hukum pasti.

b. Putusan vang dapat dieksekusi bersifat kondemnator (Condemnatoir)

Prinsip lain yang perlu diperhatikan schubungan dengan menjalankan eksekusi
adalah sifat kondemnator dan suatu putusan, vaitu yang amar atau diktumnya
mengandung unsur penghukuman.

c. Putusan yang dapat dieksekusi berupa grosse akta hipotik dan surat hutang (pasal
224 HIR atau 258 Rbg).

d. Putusan yang dapat dicksekusi berupa putusan perdamaian (pasal 130 HIR atau

154 Rbg).
Putusan perdamaian sebagai penyelesaian / suatu putusan vang dibuat oleh para
pihak sendiri berdasarkan perjanjian yang disepakati para pihak dan karenanya
kedua belah pihak dalam putusan Pengadilan dihukum untuk mematuhinya.
Terhadap putusan atau akta perdamaian tersebut tidak tersedia upaya banding,

e. Putusan serta merta / putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun
diajukan upaya hukum verzet atau bandiing (pasal 180 HIR atau pasal 191 ayat |
RBG).

[* Putusan provisi yaitu pputusan yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan dan
diputus mendahului/ terpisah dan pokok perkara yang masih beium dalam taraf
pemeriksaan.

g. Putusan Pengadilan apama yang dikukuhkan dapat dieksekusi (Pasal 63 ayat 2 UU
NO. | tahun 1974 jo pasal 36 PP No, 9 tahun 1975),

Putusan pengadilan agama yang dikukuhkan bertujuan untuk melekatkan daya
kekuatan cksekutorial pada putusan pengadilan agama. Pengukuhan dilakukan
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dengan cara membubuhkan kata-kata “dikukuhkan™ dan ditandatangani olch
Hakim Pengadilan Negeri serta dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.

h. Putusan vang dapat dicksckusi putusan P4D dan P4P.
Berdasarkan Ul No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan,
pasal 10 dan 15 menjelaskan bahwa terhadap putusan vang mengikat apabila
terhadapnya tidak dimintakan pemenksaan ulang atau tidak adanya pembataian
putusan, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan.

I. Eksekusi putusan Arbitrase Asing

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 eksekusi putusan arbitrase

asing dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia dan PERMA No.l Tahun 1990

Tentang Tata Cara Peiaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Menurut Pasal 3

PERMA No.l tahun 1990, eksekusi putusan arbitrase asing hanya diakui serta

dapat dilaksanakan di wilayah hukum RI apabila memenuhi svarat-syarat yang

pada pokoknya :

1. Jika Indonesia terikat dalam konvensi internasional perihal pengakuan serta
peiaksanaan putusan arbitrase. Pulusan arbilrase asas dan pelaksanaannya
didasarkan atas asas imbal bahk.

2, Putusan-putusan arbitrase hanya terbatas yang menurut hukum Indonesia
termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.

3. Dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh exequatur dan
Mahkamah Agung dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negen Jakarta Pusat
sesuai dengan hukum acara Indonesia.

2.3.5 Prosedur Eksekusi

Pedoman aturan lata cara eksekusi terdapat dalam Bab kesepuluh Bagian
Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG. Adapun pasal-pasal vang
efektit berlaku sebagai pedoman eksekusi ialah Pasal 195 — 208 dan Pasal 224 HIR
atau Pasal 206 — 240 dan Pasal 238 RBG. Pasal lain yang mengatur eksekusi dalam
Pasal 225 HIR / pelaksanaan Pasal 259 RBG, mengatur tentang putusan tergugat
harus melakukan suatu perbuatan tertentu dan Pasal 180 HIR / 191 RBG, vang
mengatur tentang pelaksanaan putusan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad),
yaitu pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan sekalipun putusan yang
bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Harahap, 1995: 3).

Prosedur dalam menjalankan putusan pengadilan vang disebur eksekusi

adalah sebagai benkut :

|. Sebelum permohonan diajukan terlebih dahulu debitur (pihak tergugat) akan
ditegur dengan patut, jika debitur tetap mengacuhkan teguran tersebul, maka
kreditur mengajukan permohonan eksekusi, baik secara lisan maupun tulisan
kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentvan vang terdapat dalam
Pasal 195 ayat (1) HIR. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil
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debitur dan membenkan teguran agar memenuhi kewajibannya daiam waktu 8
(delapan) hari kerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR (Muljono dan
Tunggal 1996:33).

2. Menurut Harahap (1995 26-28) untuk peringatan menjalankan putusan(ten
uitvoelegging van nonnisen) merupakan tindakan wvang dilakukan Ketua
Pengadilan Negeri berupa teguran kepada tergugat, dengan lempo yang
ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pasal 196 HIR [ 207 RBG
menentukan batas maksimum paling lama delapan han, Dan batas maksimum,
Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi batas yang kurang dari delapan hari,
misalnya dua atau iima harn.

Peringatan dilakukan Ketua Pengadilan MNegen setelah lebih dulu ada
permintaan eksekusi dan pihak penggugat (pihak yang menang / pemohon cksckusi).
Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pemanggilan pihak tergugat untuk
menghadap di pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan, vang
merupakan rangkaian proses “memberi peringatan™ atau “tcguran™ atas kelalainnya
memenuhi isi putusan pengadilan, Batas wakiu yang diberikan kepada tergugat,
disebut sebagal “masa peringatan®,

Prosedur atau tata cara sita cksckusi (Executorial Besiag) merupakan proses
eksekusi yang bertitik-tolak dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR bahwa pelaksanaan
sita eksekusi didasarkan atas surat perintah Ketua Pengadilan Negeri yang berupa
Surat Penetapan sita eksekusi yang dapat terjadi apabiia tergugat (pihak vang kalah)
tidak mau menjalankan putusan secara sukarcla atas permintaan penggugat (pihak
yang menang) tergugat dipanggil untuk diperingatkan, dan sekiranya tergugat enggan
menghadiri panggilan, maka sejak tanggal tersebui Ketua Pengadiian Negen sudah
berhak memerintahkan tindakan sita eksekusi. Surat Penetapan Sita FEksekusi
ditujukan kepada panitera atau juru sita. (Harahap, 1995: 65 -69).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) penyitaan dilakukan
oleh Panitera Pengadilan Negen atau oleh seorang yang cakap atau vang boleh
dipercayai, asal orang tersebut ditunjuk oleh Ketua Pengudilan Negeri untuk
menjalankan perintah eksekusi atau Kepala Pemerintahan setempat atas permintaan
Ketua Pengadilan Negeri, scbagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (3) HIR
Ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR / 209 avat (4) Rbg secarz tegas memerintahkan
pejabat yang menjaiankan eksekusi membual berita acara eksekusi. Keabsahan

formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara vang ketentuan svarat
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formal penandatangannya diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR atau 210 aval (!) Rbg
yaitu harus dilakukan oleh pejabat pelaksana eksekusi (panitera atau juru sita dan

kedua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi.

Ketentuan Pasal 197 ayat (7) HIR / 210 RBG menentukan beberapa syarat
yang harus dipenuhi sebagai saksi dalam membantu jalannya sita eksekusi, vaitu telah
mencapai umur 21 tahun, berstatus penduduk Tndonesia dan memiliki sifat jujur atau
dapat dipercaya. Ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG menentukan
bahwa tidak diperbolehkan menyita barang, yang berupa hewan atau perkakas yang
sungguh-sungguh dipergunakan sebagai alat mata pencaharian, Sedangkan fungsi
pihak kepolisian atau pamong desa bukan sebagai penjaga dalam arti vuridis, tapi
hanya sebagai penjaga dalam arti keselamatan barang, Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 212 RBG (larahap 1995 :70-83).

Ketentuan Pasal 198 ayat (1) HIR atau Pasal 213 RBG menegaskan bahwa
tata cara pengumuman sita eksekusi ditujukan penyitaannya terhadap benda tidak
bergerak, terutama mengenai obyck tanah. Tata cara pengumuman sita eksekusi vaitu
dengan mendaftarkan berita acara sita eksekusi pada instansi yang berwenang
(Kantor Pendaftaran Tanah / Kantor Kepala Desa), kemudian memenntahkan kepala
desa mengumumkan penyitaan di tempat mana sita eksekusi dilakukan. Dicatat dalam
buku register dan disebutkan jam, han, bulan .dan tahun pengumuman. Pasal 199 ayat
(1) HIiR atan Pasal 214 ayat (1) RBG menegaskan bahwa terhitung dari tanzgal
pengumuman berita acara sita eksekusi di kantor jawatan yang berwenang untuk itu,
pihak yang disita barangnya (pihak tersita) dilarang untuk menjual barang vang disita
kepada siapapun dan dilarang membebani (menjaminkan) atau menyewakannya.
Berdasaikan xetentuan Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 215 avat (1) RBG vang
menjelaskan bahwa penjualan barang sitaan dilakukan dengan pertolongan kantor
lelang atau oleh orang yang melakukan penyitaan atau oleh orang vang cakap dan
boleh dipercaya, asal orang tersebut tinggal di tempat penjuaian itu dilakukan atau
didekal tempat itu serta ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negern.
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2.3.6 Pengertian Hak Tanggungan
Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal | angka | Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yaitu
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yvang berkaitan dengan tanah,
vang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut
atau tidak benkut benda-benda lain vang merupakan satu kesatuan dengan
tanah ituuntuk pelunasan utang terfentu.vang memberikan kedudukan vang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain,

Menurut Rahman (1998: 195) yang dimaksud dengna Hak Tanggungan ialah
jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan
dintamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arn,
bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual
melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditur-
kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan ftersebut sudah barang tentu tudak
mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum
yvang berlaku,

Berdasarkan pengertian dani Hak Tanggungan, maka secara mmplisit Hak
Tanggungan yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Hak
Tanggungan mempunyal ein-cir; antara lain memben kedudukan yang diutamakan
kepada pemegangnya, dan mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun
obyek itu berada, memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat
pihak ketiga dan membernkan Kkepastian hukum kepada pihak-pihak vang
berkepentingan serta mudah dan past pelaksanaan eksekusinya (Supramono, 1996
116).

Hak Tanggungan vang dikehendaki dalam UU No. 4 Tahun 1996 i
dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kehidupan perekonomian khususnya
dalam lingkup perjanjian utang-piutang, dan tuntutan keadilan serta kepastian hukum
masyarakat serta kehadiran UL No. 4 tahun 1996 tersebut tidak bisa dipisahkan
keberadaannya dengan tuntutan tersebut di atas,
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2.3.7 Sifat-Sifat Hak Tanggungan.
f. Hak Tanggungan Memberikan Kedudukan Yang Diutamakan Bagi Kreditur
Pemegang Hak Tanggungan ( doit de preference).

Defimsi Hak Tanggungan scbagaimana maksud Pasai 1 ayat (1) UUHT, saiah
satu cinnva memberikan kedudukan vang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain, maksudnya terdapat dalam dijumpai di dalam
penjelasan dari Pasal 1 tersebut, tetapi dijumpai di dalam Angka 4 Penjelasan Umum
UUHT, vaitu :

** bahwa jika debitur cidera janji kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak

menjual melaiwi pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak
mendahulu danpada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan
tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang
Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum vang berlaku *.

Berdasarkan Penjelasan Umun tersebut  dapatiah diketahui, sekalipun
diutamakan terhadap hak tagihan kreditur-kreditur lain, namun harus mengaiah
terhadap piutang-piutang negara. Ketentuan Pasal 20 avat (1) UUHT adaiah asas
vang berlaku pula bagi Hipotik yang telah digantikan oleh Hak Tangeunegan
sepanjang yang menyangkut tanah dikenal sebagai droit de preference.

2. Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-bagi.

Hak Tanggungan mempunya sifaf tidak dapal dibagi-bagi, artinya bahwa Hak
Tanggungan membebani secara utuhi obyek Hzk Tanggungan dan setiap bagian
daripadanya dan telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti
terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan,
melainkan hak tanggungan tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan untuk
sisa utang yang belum dilunasi (Penjeiasan Pasal 2 ayat (1) GUHT).

3. Hak Tanggungan Hanya Dapat Dibebankan Pada Hak Atas Tanah Yang Telah
Ada.

Pasal & ayat (2) UUHT menentukan babwa kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan harus ada pada pemberi Hak
Tanggungan pada saat pendafiaran Hak Tanggungan dilakukan. Berhubung dengan
ketentuan 1tu, maka Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah
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vang ielah dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Oleh karena itu hak atas tanah
yang baru akan dipunyai seseorang di kemudian han ndak dapat dijaminkan dengan
Hak Tanggungan bagi pelunasan suatu utang. Begitu juga tidakiah mungkin untuk
membebankan Hak Tangpungan pada suatu hak atas tanah yang baru akan ada di

kemudian hari.

4. Hak Tanggungan Dapat Dibebankan Selain Atas Tanahnyva Juga Berikut
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) UUHT, Hak Tanggungan dapat dibebankan
bukan saja pada hak atas tanah vang menjadi obyvek Hak Tanggungan, tetapi juga
berikut bangunan, tanaman dan hasil karva yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah tersebut. Bangunan, tanaman dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan
tersebut adalah yang dimaksudkan oleh UUINT sebagai benda-benda yang berkaitan
dengan tanah.

5. Hak Tanggungan Dapat Dibebankan Juga Atas Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanak Yang Baru Akan Ada Di Kemudian Hari.

Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang telah ada, namun
sepanjang Hak Tanggungan iy dibebankan pula atas benda-benda vang berkaitan
dengan tanah, ternvata Pasal 4 ayat (4) UUHT memungkinkan Hak Tanggungan
dapat dibebankan pula atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut
sekalipun benda-benda tersebut belum ada, tetapr baru akan ada di kemudian hari.

Pengertian  “vang baru akan ada” ialah benda -benda yang pada saat Hak
Tanggungan dibebankan belum ada sebagai bagian dani tanah(hak atas tanah) yang
dibebam Hak Tangpungan tersebut. Misalnya karena benda -benda tersebut baru di
tanam (untuk tanaman) atau baru dibangun (untuk bangunan dan hasil karya)
kemudian setelah [Tak Tanggungan itu dibebankan atas tanah (hak atas tanah )

tersebut.
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6. Perjanjian Hak Tanggungan Adalah Perjanjian Accesoir.

Perjanjian Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdin sendin
tetapi keberadaaannya adalah karena perjanjian lain, yang disebul perjanjian induk,
Perjanjian induk bag perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian utang-piutang
yvang memmbulkan ulang vang dijamin itu. Dengan kata lain perjanjian Hak
Tangegungan adalah suatu perjanjian accesoir. Dalam Butir 8 Penjelasan Umum
UUHT disebutkan :

Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accesoir
pada suatu piutang tertenty, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang
atau perjanjian lain, maka kelahiran dan kcberadaannya ditentukan oleh adanya
piutang yang dijamin peiunasannya.

Perjanjian Hak Tanpgungan adalah suatu perjanjian accesoir adalah berdasarkan

Pasal 10 avat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUHT, yaitu karena :

a. Pasal 10 ayat (1) UUHT menentukan bahwa perjanjian untuk memberikan Hak
Tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dan perjanjian utang-piutang
vang bersangkutan.

b. Pasal 18 ayat (1) huruf a menentukan Hak Tanggungan hapus karena hapusnya
utang yang dijamin dengan 1lak Tanggungan.

7. Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada.
Menurut Pasal 3 ayat (1) UUHT, Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan
untuk :

—_

Utang yang telah ada.
2, Utang vang baru akan ada tetapi telah diperjanjikan sebelumnya dengan jumlah
lerteniu.
3. Utang yvang baru akan ada tetap telah dipenanpkan sebelumnya dengan jumiah
vang pada saat permohonan eksekusi Ilak Tanggungan diajukan ditentukan
berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan
hubungan utang-piutang yvang bersangkutan.
Dengan demikian utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat berupa

utang vang sudah ada maupun yang belum ada, yaitu yang baru akan ada di kemudian

hari dan tetapi harus sudah diperjanjikan sebelumnya.
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8, ITak Tanggungan Dapat Menjamin Lebih Dari Satu Utang
Pasal 3 ayat (2) UUHT menentukan sebagai benkut :

“ Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang vang berasal dan satu
hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa
hubungan hukum *

Pasal 3 ayat (2) UUHT tersebut, memungkinkan pemberian satu Hak
Tangpungan untuk .

(1) Beberapa kreditur vang membenkan utang kepada satu debitur berdasarkan satu
perjanjian utang-piutang.

(1) Beberapa kreditur yang memberikan utang kepada satu debitru berdasarkan
beberapa perjanjian utang-piutang bilateral antara masing-masing kreditur dengan
debitur yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUHT, maka tertampung sudah
kebutuhan pemberian Hak Tanggungan bagr kredit sindikasi perbankan, dimana
seorang debitur memperoleh kredit lebih dari satu bank (beberapa kreditur), namun
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama vang dituangkan hanya

dalam satu perjanjian kredit saja.

9. [lak Tanggungan Mengikuti Obyeknya Dalom Tangan Siapapun Obvek Hak
Tanggungan ftu Berada

Pasal 7 UUHT menetapkan asas, bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti
obyeknya dalam tangan siapapun obyek-obyek tersebut berada. Dengan demikian
maka Hak Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun obyek Hak Tanggungan itu
beralih kepada pihak lain oleh sebab apapun juga. Berdasarkan asas ini, pemegang
Hak Tanggungan akan selalu dapat melaksanakan haknya dalam tangan siapapun
benda itu berpindah. Ketentuan pasal 7 UUHT 1mi merupakan asas vang diambil dari
Hipotik vang diatur dalam Pasal 1163 ayat (2) dan pasal 1198 KUI Perdata.

I0. Hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang tertentu.
Ihanutnya asas spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan darn
ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) huruf € UUHT. Oleh karena Pasal 8 UUHT

menentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk
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melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan vang bersangkutan
(Pasal 8 ayat (1) UUHT) dan kewenangan tersebut harus ada pada saat pendaftaran
ak Tanggungan dilakukan (Pasal 8 ayat (2) UUHT), maka ketentuan tersebut hanya
mungkin terpenubi apabila obyek Hak Tanggungan teiah ada dan telah tertentu pula
tanah vang mana. Selanjuinya pula oleh karcna Pasal 11 avat (1) huruf & menentukan
bahwa di dalam akta pembenian llak Tanggungan yang wajib dicantumkan uraian
yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan, maka tidaklah mungkin untuk
memberikan yang jelas sebagaimana yang dimaksud itu apabila obyek Hak
Tanggungan belum ada dan belum diketahui ciri-cirinya. Kata-kata ** uraian yang
jelas mengenai obyek Hak Tanggungan *, itu menunjukkan bahwa obyck Hak
Tanggungan harus secara spesifik dapat ditunjukkan dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan vany bersangkutan.

11. Hak Tanggungan wajib didaftarkan.

T'erhadap Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atau asas keterbukaan.
Pasal 13 UUHT yang menentukan bahwa pemberian Fak Tanggungan wajib
didaftarkan pada kantor pertanahan. Pendaftaran pemberian Hak Tanggungan
merupakan syarat mutlak untuk lahimya Hak Tanpgungan tersebut dan mengikatnya

Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga (Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT),

12. Hak Tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji terteniu.

Menurut Pasal 11 ayat (2) UUHT, Hak Tanggungan dapat diberikan dengan
disertal janji-janji tertentu. Janji-janji tersebut dicantumkan dalam akta pemberian
hak tanggungan yang bersangkutan. Contoh-contoh dari janji itu dalap dilihat dalam
Pasal 11 ayat (2) UUHT. Janji-janji yang disebutkan daiam Pasal 11 avat (2) UUHT
itu bersifat fakultatif karena janji-janji itu dicantumkan atau tidak dicantumkan, baik
sebagian maupun seluruhnyva dan bersifat limitatif karena dapat pula diperjanjikan
janji-janji lain saelain dari janji-janji yang telah disebutkan dafum Pasal 11 ayat (2)
UUHT.
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13. Obyek hak tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh
pemegang hak tanggungan bila debitur cidera janji.
Menurut Pasai 12 UUT, janji yang membenikan kewenangan kepada
pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur
cidera janji, batal demi hukum. Asas ini diambil dari asas yang berlaku bagn Hipotik,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata.

14. Pelaksanaan Eksekusi ITak Tanggungan Mudah dan Pasti.

Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk
melakukan parate ckseckusi artinya pemegang [Hak Tanggungan tidak periu bukan saja
memperoleh persetujuan dan pemben Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu
meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas
Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal debitur cidera janji.
Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada kantor
lelang untuk melakukan peleiangan atas obvek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Sertifikat Hak ‘Tanggungan vang merupakan tanda bukti adanya Hak
Tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan dan yang memuat irah-irah
dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yanz Maha Esa”,
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai Grosse Akta Hipouk
sepanjang mengenal hak atas tanah. Demikian ditentukan dalam pasal 14 avat (1),(2),
dan (3) UUHT, untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan vang telah dibebankan
atas iznah dapat dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugat-menggugat ( proses
litigasi) apabila debitur cidera janji (Sjahdeini, 1996: 11-34)

2.3.8 Eksekusi Hak Tanggungan.
2.3.8.1 Subyek dan Obyvek Eksekusi Hak Tanggungan.

Berbicara mengenai eksekusi Hak Tanggungan berarti tidak terlepas dan
subyck dan obyek yang melekat dalam Hak Tanggungan itu sendiri. Adapun yang
menjadi subyek dari eksekusi Hak Tanggungan itu adalah Pemberi dan Pemegang
Hak Tanggungan tersebut dan Obyek eksekusi Hak Tanggungan tidak lepas dan

adanya obyek Hak Tanggungan vang dijadikan jaminan,
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Dalam penanpian pembenan Hak Tanggungan terdapat dua pihak, yaitu pihak
yang memberikan Hak Tanggungan dan pihak kreditur sebagai pihak yang menenma
Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan pemberi Hak Tanggungan adalah pemilik
persil, yang dengan sepakatnya dibebani dengan Hak Tanggungan sampai sejumlah
uang tertentu, untuk menjamin suatu perikatan atau hutang (Satno, 1997:245).

Pemberi Hak Tanggungan menurut Pasal 8 UUHT ayat (1) UUHT adalah
orang-perseorangan atau badan hukum yang mempunvai kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek flak Tanggungan yang bersangkutan.
Dengan demikian, oleh karena obyek Hak Tanggungan adalah Iak milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara, maka sejalan dengan
ketentuan Pasai & ayat (1) UUHT itu yang dapat menjadi pemberi Hak Tanggungan
adalah orang-perscorangan atau badan hukum yang dapat mempunyai Hak mifik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara. Sedangkan yang
dimaksud dengan pemegang Hax Tanggungan diatur daiam Pasal 9 ayat (1) UUHT
yang menyebutkan bahwa pemepang Hak Tanggungan adalah orang-perseorangan

atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Obyek Hak Tanggungan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (i),
(2), (3),(4) dan ayat (5) UUHIT, yang pada intinya obyek Hak Tanggungan itu adalah
hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak tanah yane dibebani Hak
Tanggungan dalam UUHT adaiah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak pakai atas tanah Negara dan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil
karya yang feiah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
tersebut dan hak milik atas satvan rumah susun (Sjahdeini, 1996 :55-56),
2.3.8.2 Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Eksekusi Hak Tanggungan

Apabila debitur cidera janji, obyek Hak Tanggungan oleh kreditur pemegang
Hak Tanggungan dijual melalm peielangan umum menurut cara vang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kreditur pemegang Hak
Tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasiinya untuk pelunasan
piutangnya yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut, dengan hak mendahului
dan pada kreditur-kreditur yang lain, Inilah yang disebut “Eksekusi Hak Tanggungan
yang diatur dalam pasal 20" (Harsono, 1999: 440),

Fksekusi Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21
UUHT, dimana menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT ada dua cara dafam

eksekusi Hak Tanggungan, yaitu :
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1. Melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan, sebapaimana dimaksud daiam
Pasal 6 UUHT.
2. Melaksanakan cksckusi sesuai dengan titel eksekutorial yang terdapat daiam
Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasai 14 ayat (2).
Penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan
Pasal 6 UUHT yang memberikan ketegasan bahwa pemegang Hak Tanggungan
pertama mempunyai kedudukan. Penjualan tersebut dilakukan oleh pemegang Hak
Tanggungan berdasarkan janji untuk menjual sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 11 avat (2) huruf ¢ UUHT yang ditegaskan kembali dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a UUHT. Penjualan obyck Hak Tanggungan memungkinkan penjualan obyek
Hak Tanggungan di bawah tangan. apabila hak tersebut dilakukan berdasarkan
kesepakatan para pihak dan akan diperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan
semua pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT.

Menurut Parlindungan (1996 : 64) Setiap eksekusi pada prinsipnyva harus
dilaksanakan melalui pelelangan umum. Penjualan melalui pelelangan umum itu
dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan harga yang tinggi, sehingga dalam
ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT, penjuaian obyek Hak Tanggungan dapat
dilakukan di bawah tanpan asalkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (3)
dipenuhi. Keleluasaan yang ada dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan mempercepat penjualan
serta kemungkinan diperolehnya harga penjualan yang tingegi. Persvaratan vang
mengatur mengenal eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum ini
ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996.Ketcntean Fasal 20 avat (3)
UU No. 4 Tahun 1996 itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak lain
vang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan
kreditur lain dani pemberi Hak Tanggungan.

Eksekusi dengan titel eksckutorial dapat dilakukan berdasarkan ketentuan
Pasal 14 ayat (2) UUHT, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda atau aiat
bukti adanya Hak Tanggungan memuat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat
ireh-irah tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengen putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang prosedur eksekusinya
sesuai dengan ketentuan pasal 195-200 HIR.
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Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan apabila pemberi Hak Tanggungan
jatuh pailit dalam UU No. 4 tahun 1996 diatur dalam Pasal 21 yang mengatur bahwa
kreditur pemegang Hak Tanggungan tetap berhak melaksanakan hak-haknya
berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Ketentuan Pasal 21 UU No. 4 Tahun
1996 tersebut menyebutkan bahwa pemegang Hak Tanggungan secara umum, maka
ketentuan ity berlaku untuk kreditur pemegang Hak Tanggungan tanpa
mempersoalkan pemegang Hak Tanggungan peringkat keberapa. Ketentuan itu tidak
ada keharusan pemegang Hak Tanggungan membuat janji kuasa memual melalwm
pelelangan. Ketentuan pasal ini dikuvatkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Perppu
No. 1 tahun 1998 vaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa setiap kreditur
yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan
lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pelaksanaan
eksekusi tersebut menurut Pasal 57 ayat (1) Perppu No. | Tahun 1998 dilakukan
selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan sejak masa penangguhan yang lamanya
maksimal 90 hari sejak permyataan pailit Ketentuan lain vang mengatur tentang
pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan bila pemberi Hak Tanggungan jatuh pailit
adalah Pasal 56A Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Kepailitan yang mengenal masa penangguhan pelaksanaan eksekusi bagi pemegang
Hak Tangpungan selama-lamanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) han terhitung
sejuk tanggal putusan pailit ditetapkan (Satrio, 1998 (283),

Berdasarkan uralan di atas, maka nampak jelas bahwa ecksekusi Hak
Tanggungan yang diatur dalam UL No. 4 tahun 1996 telah membenikan perlindungan
dan jaminan kepastian hukum bagi pemben dan penenma Hak Tanggungan Adanva
perlindungan dan  jaminan kepastian hukum tersebut terbukti dengan adanva
keleluasasm bagi pemberi dan penerima Hak Tanggungan untuk melaksanakan
eksekusi Hak Tanggungan sesuai deungan kKesepakatan kedua belah pihak, tentunya
dengan saling menguntungkan.
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3.1 Dasar Pertimbangan Pengajuan Permohonan Eksekusi

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa suatu perkara perdata yang diajukan
oleh pihak yang bersangkutan Kepada pengadilan adalah untuk mendapatkan
pemecahan dan penyelesaian. Hal imi sejalan dengan pendapat M. Yahva Harahap
(1995: 1), bahwa cksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan
suatu proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tidak lain adalah tindakan
yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Peringatan merupakan inhap pertama proses ¢ksekusi. Apabila putusan telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (pthak yang kalah) atau
debitur tidak mau mentaati pelunasan pembayaran sejumlah uang vang dihukumkan
kepadanya “secara sukarela”, maka terbukalah hak pihak penggugat (pihak yang
menang) untuk mengajukan permohonan cksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri
vang bersangkutan. Dengan adanya pengajuan permohonan eksekusi tersebut
merupakan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negen untuk melakukan tndakan
peringatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR (Harahap,1995: 60),

Sebagaimana  diketahui bahwa munculnya  persehisithan antara  Termohon
Fksekusi dengan Pemohon Eksckusi dalam kasus ini berawal dan perjanjian
meminjam uang yang dilakukan Termohon Eksekusi dengan Pemohon Eksckusi (PT
Bank Bali Cabang Bandung) Penanjian hutang-piutang 1tu dikuatkan dengan Akia
Pengakuan Hutang tanggal 26 Jum 1995 No 73 jo. Akta Pemberian Jaminan tanggal
26 Jum 1995 No. 76,

D1 dalam meminjam vang dan P1. Bank Balh Cabang Bandung, Termohon
Eksckusi telah memberikan jaminan Kuasa memasang hipotik pertama dan hipotik-
hipotik selanjutnya serta kuasa untuk menjual tanah atas Hak Guna Bangunan dengan
Sertifikat HGB Nomor 339/ Desa Rahavu, terletak di Propinsi Jawa Barat,
Kabupaten Bandung Kecamatan Margaasih, Desa Rahayy, Persil Blok E-3 Kav

35
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Nomor, 02/T 48, asal Persil Pemisahan dan B 7/Rahayu lLamanya Hak Guna
Bangunan tersebut selama 20 tahun, yang berakhir tanggal 23 Juli 2013.

Tindakan Termohon Eksekusi uniuk memberikan kuasa memasang hipotik
pertama dan hipotk-hipouk selanjutnya tersebut, apabila teryata pthak Termohon
Eksekusi meminjam dalam jangka waktu tertentu tidak bisa melunasi hutangnya.
Kuasa Memasang hipotik pertama dan hipotik-hipotik selanjutnya tersebut menurut
ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU. No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, vang
berbunyi

“ Surat Kuasa Membebankan Hipotik yang ada pada saat diundangkannya Undang-
undang 1ni dapat digunakan scbagal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat berlakunya Undang-undang

ini,dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 avat (5)

Pihak Termohon Eksekusi atau debitur, termyata dalam jangka waktu tertentu
tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak Pemohon Eksekusi (PT. Bank Bal
Cabang Bandung), sehingga pihak PT. Bank Bali Cabang Bandung mengajukan
permohonan cksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan vang dijadikan jaminan oleh
pihak debitur. Obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan cksekusi oleh pihak
kreditur tersebut adalah obyek Hak Tanggungan sebagmimana yang dimaksudkan
dalam Akta Pengakuan Hutang tangeal 26 Jum 1995 No. 75 jo. Akta Pemberian
Jamman tanggal 26 Juni 1995 No, 76.

Pemohon FEksekusi dalam mengajukan permohonan eksekusi tersebut,
sebagaimana terdapat dalam surat permohonan cksekusi tanggal 05 September 1996
Nomor 01/05/1X/1996/RMD. Bdg disertai surat-surat bukn, sebagai berikut |
a. Bukt tulisan yang terdin

I, Akta Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 1995 Nomor :75.

2. Akta Pembenan Jaminan tanggal 26 Juni 1995 Nomor © 76

3. Sertifikat Hak Tangeungan Permghat Pertama Homor - 00304/1996 tanggal 18
1996 jo. Akta Pembenan Hak Tanggungan Nomor: 64 / 04 / Margaasih /1996
tanggeal 26 Juni 1996
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4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 339/Desa Rahayu, terletak di Propins
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margaasih, Desa Rahayu, Persii
Pemisahan dan B.7/Rahayu, Lamanya hak berlaku 20 tahun dan berakhirnya
hak tanggal 23 Juh 2013, Gambar Situasi tanggal 13 September 1994 Nomor -

85684/1994, Luas 209 M2, tercatat atas nama Zainal Abidin
b. Pengakuan dan Termohon sendirt vang menyatakan bahwa mercka benar-benar

mempunyai hutang terhadap Pemohon Eksekusi,
Dasar pertimbangan pengajuan permohonan cksekusi dalam  kasus ini,
didasarkan pada fakta bahwa pihak Termohon Eksekusi telah terbukti cidera ianji,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT, yang berbunyi -

" Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dar hasil penjualan tersebut *.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT tersebut hak untuk menjual obyek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendin merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan
diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal
terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada
Janji yang dibenikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera
janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obvek 'lak Tanggungan
melalu pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dan pemben Hak
Tanggungan dan selanjutnva mengambil pelunasan pintangnva dari hasil penjualan
itu lebth dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain dan sisa penjualan tetap menjadi
hak pemberi Hak Tangpungan,

Dasar pertimbangan pengajuan permohonan cksckusi yang  dilakukan
Pemohon Eksekusi tidak terlepas dan alat bukti tulisan, vang berupa surat-surat bukt|
dan pengakuan dari pihak Termohon Fksekusi sendini yang menvatakan bahwa
benar-benar mempunyai hutang terhadap Pemohon Eksekusi.

Pelaksanaan cksckusi sebagai tahap pertama terhadap Termohon Fksekusi
haruslah dilakukan peneguran terlebih dahulu supaya dalam tenggang wakiu vang
ditetapkan  dalam  Undang-undang segera  melaksanakan kewajibannya  untuk
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membayar hutangnya kepada Pemohon Eksckusi, Menurut Pasal 196 HIR, cara
peringatan dilakukan oieh Ketua Pengadilan Negen setelah iebih dulu ada permintaan
cksckusi dari pihak penggugat. Peringatan tidak dapat dilakukan Ketua Pengadilan
Negen, Peringatan baru dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima
pengajuan permintaan eksekusi dan pihak penggugat (pemohon eksekusi) dan selama
belum ada permintaan eksekusi dari pihak penggugat, proses peringatan tidak dapat
dilakukan. Sekiranya pihak penggugat tetap diam sekalipun tergugat belum mau
menjalankan putusan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri belum berwenang
melakukan peringatan kepada tergugat.

Pengajuan permohonan cksekusi yang menjadi  prasyarat peringatan
disampaikan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengajuan
cksekusi dapat dilakukan
4. penggugat pribadi atay ;

b. kuasanya

Adapun kuasa yang berhak mengajukan permohonan eksckusi, ialah kuasa
yang telah memperoleh kuasa khusus dan pengpugat. Kuasa vang tidak memegany
surat kuasa khusus tidak berhak mengajukan permohonan eksckusi, karena pengajuan
permohonan cksekusi masih tetap merupakan rangkaian proses penyeiesaian perkara,
tidak mungkin scorang kuasa bertindak tanpa surat kuasa khusus Pengajuan
permohonan eksekusi yang dilakukan seorang kuasa, tetap berlaku ketentuan umum
pembenan kuasa, yakm agar tindakan hukum yang dilakukan kuasa memenuhi syarat
formal harus berdasarkan surat kuasa khusus (Harahap, 1995 = 27),

Berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR pengajuan permohonan eksekust secara
formal dapat berbentuk lisan atau berbentuk tulisan (surat). Pengajuan permohonan
eksekusi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu
dalam tingkat pertama. Hal im sejalan dengan asas vang diatur dalam Pasal 195 ayat
(1Y HIR, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan vang
berkekuatan hukum yang tetap adalah atas perintan dan di bawah pimpinan Ketua
Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.
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Apabila Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi dan pihak
penggugat, tindakan pelayanan hukum yang harus dilakukan guna memenuhs
permohonan tersebut adalah .

— memanggil tergugal.

— memperingatkan (menegur) supaya memenulu atau menjalankan putusan

dan

— masa peringatan itu tidak boleh lebih dari delapan har,

Hal imi seperti yang dikatakan oleh Harahap (1995 @ 27-32) sebagai berikut
Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan cksekusi dari pihak
penggugat, maka Ketua Pengadilan Negeri memenntahkan pemanggilan pihak
tergugat untuk menghadap di pengadilan pada han, tanggal dan jam vang telah
ditentukan. Pemanggilan dan kehadiran tergugat di pengadilan merupakan proscs
memberi peringatan atau teguran atas kelalaiannya memenuht isi putusan pengadilan.
Pada saat sidang memberi peringatan, Ketua Pengadilan Negeri membern batas waktu
kepada tergugat, agar dalam batas waktu itu putusan dijalankannyva Batas waktu
nulah yang disebut “masa peringatan”. Batas waktu masa peringatan maksimum
dalam waktu delapan (8) hari, Apabila pihak rtergugat tidak memenuhi panggilan
penngatan tanpa alasan yang patut, maka surat penetapan perintah eksekusi dapat
langsung dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi apabila panggilan peringatan
dipenuhi kemudian putusan tidak dijalankan selama masa peringatan, barulah Ketua
Pengadilan Negeri mengeluarkan sural penetapan. Surat Penetapan itu bensi perintah
kepada panmitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi sesuni dengan amar
putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) HIR .

Pemohon eksekusi dalam mengajukan permohonan eksekusi. Memohon
kepada Pengadilan Negen Bale Bandung untuk melaksanakan eksekusi atas Sertifikat
Hak Tanggungan Peringkat pertama Nomor | 00304/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo.
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/04/ Margaasih/ 1996 tanggal 3 Juni
1996, yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dengan memakai judul kata-
kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ adalah mempunvai
kekuatan/daya cksckutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avat 2 dan 3
UUHT jo. Pasal 224 HIR
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Pihak Pemohon cksekusi sebagai pihak yang dirugikan mengajukan
permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terdaflar dalam
register perkara No. 82/PdtEks/PN.BB. Pengadilan Negen Bale Bandung yang
mengadili perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang memuat dasar perimbangan
pengajuan permohonan eksckusi dari pihak Pemohon Fksekusi, akhimya Pengadilan
Negeri Bale Bandung berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan- pertimbangan,
maka Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung menetapkan sebagai berikut -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksckusi.

2. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls 1-A agar memenintahkan
kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kls [-A Bandung, untuk
memanggtl Termohon Eksekusi | dan Termohon Eksekusi [l agar supava mereka
datang menghadup kepada Ketua Pengadilan Megen han Rabu tanggal 16 Oktober
1996 jam 10.00 WIE, untuk ditegur agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) han
setelah ditegur, melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada
Pemohon Eksekusi  sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan No, 64/04/ Margaasily 1996 tanggal 3 Jum 1996 Jo Sertifikat lak
Tanggungan Peringkat Pertama No. 00304/1996 tanggal 18 Juni 1996 benumlah
secbesar Rp. 49.703 5353 - (empat pulub sembilan juta tyuh ratus tiga nbu hma
ratus tiga pulub tiga ruprah) secara bark-baik.

3, Biaya yang umbul dalam perkara ini menurut hukum sementara dibebankan
kepada Pemohon Eksekusi.

3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan No. B82/Pde
Eks/1996/PN. BB.

Pengadilan Negen Bale Bandung dalam mengabulkan permohonan eksekusi,
akhimya mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung vang
terdiri dani Penctapan No. 82/Pdt Eks/1996/PN.BB yang dikeluarkan pada tanggal 30
September 1996 dan tanggal 25 Oktober 1996, Pengudilan Negeri Bale Bandung
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dalam mengabulkan permohonan eksekusi vang dituangkan dalam kedua penetapan

tersebut, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut -

a. Penetapan No. 82/Pdr. Eks/i996/PN.BR tanggal 30 Seprember (996 didasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikur :

. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam suratnya, Pemohon Fksekusi tanggal 05
September 1996 nomor: 01/05/1X/1996/R. M.D. Bdg, beserta lampirannya vang
antara lain terdiri dan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
Eksckusi memohon kepada Pengadilan Neger! Bale Bandung untuk melaksanakan
eksekusi atas Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 00304/199,
tanggal 18 Jumi 1996 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/04/
Margaasih/1996 tangpal 3 Juni 1996,

2. Bahwa utang Termohon Eksekusi berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tanggal
26 Juni 1995 Nomor . 75 jo Akta Pembernan Jaminan tanggal 26 Juni 1995
Nomor: 76, sebesar Rp. 44.600.000 - ( empat puluh ¢mpat juta enam ratus ribu
rupizh ) yang akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2005, akan tetapi Termohon
Eksekusi telah ingkar janji tidak melaksanakan kewajibannya membavar utangnya
terscbut kepada Pemohon Eksekusi sesuai bunyi pasal | dari Akta Pengakuan
Hutang tanggal 26 Juni 1995 No: 75.

3. Bahwa untuk menjamin hutang Termohon Eksekusi Tuan Zainal Abidin (dh
ONG, ENG LAL), yang telah mendapat persetujuan dari istrinya, vaitu Ny. Lina
Christine (d/h TAN, CHU! LING), sebagaimana dimaksud dalam Akta
Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 1995 Nomor 75 Jo Akta Pembenan Jaminan
tanggal 26 Juni 1995 Nomor 76, Termohon Eksekusi telah memberikan kuasa
memasang hipotik pertama dan hipotik-hipotik selanjutnyva serta kuasa menjual
atas tanah Sertlfikat Hak Guna Bangunan Nomor 339/ Desa Rahayu, benkut
dengan segala bangunan dan tanaman serta scgala sesuatu lainnya yang sekarang
telah dan atau dikemudian hari mungkin akan didirikan/ditanam/bereda di atas
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tanah hak tersebut di atas vang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut
hukum/undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak.

4. Bahwa jumiah hutang Termohon Fksekusi per tanggal 4 September 1996 telah
berjumiah Rp. 703.703.533 - (empat puluh sembilan juta rupiah tujuh ratus tga
nbu hma ratus tiga puluh tiga rupiah) di bawah nilai pembebanan Hak
Tanggunpan Peringkat Pertama yaitu sebesar Rp. 60.000.000 -(Enam puluh juta
rupiah) semngga dapat dikabulkan seluruhnya.

5. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00304/1996 tanggal
18 Juni 1996 Jo. Akta Pemberian [Hak Tanggungan No:64/04/ Margaasih/'1996
tanggal 3 Jum 1996, vang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang dengan
memakal judul kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” adalah mempunyai kekuatar/daya cksckutorial sebagaimana tercantum
dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 jo. Pasal 224
HIR.

6. Bahwa untuk pelaksanaan eksekusinya sebagm tahap pertama terhadap Termohon
Eksckusi harusiah dilakukan peneguran terlebih dahulu supaya dalam tenggang
waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang segera melaksanakan kewajibannya
untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Eksekusi secara baik-baik

7. Bahwa  scbagaimana  Akta  Pembenan Ilak  Tanggungan  Nomor:
64/Margaasih/1996 tanggal 3 Jumi Pasal 4 berbunyi Pare pihak dalam hal
mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih
domisili pada Kantor Pamtera Pengdilan Negen | B di Kabupaten DT 1T Bandung,

8 Bahwa tempat tinggal Termohon Fksekusi berada di wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Kls. 1-A Bandung, maka perihal pemanggilannva haruslah meminta
bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls. I-A Bandung.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan untuk Pemohon Eksekusi
adalah beralasan dan berdasarken hukum  Kkarenanya dapat ditenma dan
dikabulkan,
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10. Bahwa biaya vang timbul sebagai akibat dari Penctapan ini untuk sementara
waktu dibebankan kepada Pemohon Eksekusi yang akan diperiitungkan
kemudian dengan hutang Termohon Eksekusi.

Berdasarkan bukti-bukti dan  pertimbangan-pertimbangan yang telah
dikemukakan di atas, maka Ketua Pengadfilana Negeri Bale Bandung akhirnya
menetapkan sebagai berikut -

I. Mengabulkan permohonan Permohonan Eksekusi

2. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri KiIs 1 -A Bandung agar
memerintahkan kepada jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Termohon
Eksekusi I dan Termohon Eksckusi [I agar supaya mercka datang menghadap
kepada Ketun Pengadilan Negen Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 16
Oktober 1990 jam 1000 WIB, untuk ditegur agar dalam tenggang wakiu 8
(delapan) han setelah ditegur, melaksanakan kewaj ibannya untuk membayar utang
kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 64/04/Margaasih tanggal 3 Jumi 1996 Jo. Sertifikat Hak
Tanggungan Peringkat Pertama No. 00304/1996 tanggal 18 Juni 1996 berjumlah
sebesar Rp. 49.703.533,(Empat puluh sembilan Juta tujuh ratus tea ribu lima
ratus tiga puluh uga) secara batk-baik

3. Biaya yang tinbul dalam perkera ini menurut hukum sementara dibebankan
kepada Pemohon Bksckus:

b. Penetapan No.82/Pdr.Eks/1996/PN.BB tanggal 25 Oktober, didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan sebagal berikut :

a) bahwa  Berita  Acara  Teguran tanggal 16 Oktober 1996
No. 82/Pdt Eks. 1996/PN.BB jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale
Bandung No.  82/Pdt.cks/1996/PN.BB tanggal 30 September, terhadap
Termohon Eksekusi ielah dilakukan peneguran, akan letapt sampai habisnya
tengeanyg waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Termohon
Fksekusi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya  yaitu membayar

hutangnya kepada Pemohon Eksekusi secara baik-baik


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 4

b) bahwa Akta Pembenan [lak Tanggungan jo. Sertifikat Hak Tanggungan yang

dibuat oleh Pejabat vang berwenang dengan memakai imah-irah = Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Fsa . berdasarkan Undang-
undang No, 4 tahun 1996 jo. Pasal 274 HIR mempunyai kekuatan/daya
eksekutorial.

bahwa barang yang dimohonkan sita eksekusi dan dilanjutkan dengan
pelelangan/penjualan di muka umum berada di Wilavah Hukum Pengadilan
Negeri Bale Bandung berwenang untuk melaksanakannya.

d) Bahwa berdasarkan hal-hal terscbut di atas permohonan Pemohon cksekusi

tersebut beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya dapat
dikabulkan
Berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan di atas, akhirnva

Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung menetapkan sebagai bernikut

1. mengabulkan permohonan Pemohon Fksekusi tersebut di atas

2. memerintabikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau jika 1a

berhalangan karena tugas pekerjaan lamn supaya diganti oleh wakilnya yang sah

dengan disettai dua orang saksi vang memenuhi svarat untuk melaksanakan

penyitaan cksekusi terhadap barang jaminan hutang Termohon Eksekusi vang

telah dibebant Tlak Tanggungan tersebut, berupa

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor :339/Desa Rahavu, terletak di
Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margaasih, Desa
Rahayu, Persil Blok E-3 Kav. Nomor:02/T 48, Asal Persil Pemisahan Dan
B.7/Rahayu,Lamanya hak berlaku 20 tahun |, berakhimya hak tanggungan 23
Juli 2013, Gambar Situasi tanggal 13 September 1994 No, 8684/1994, Luas 209

M2, tercatat atas nama Zainal Abidin, dengan segala bangunan dan tanaman

serta segala sesuatu fainnya yang sekarang telah danatau dikemudian han

mungkin akan didirikan/ditanam/erada di atas tanah hak tersebut di atas, vang
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menurut sifat dan peruntukannya serta menurul hukum/ Undang-Undang
dianggap sebagai benda ndak bergerak.

3. Biaya yang timbul sebagai akibat dan Penctapan ini untuk sementara dibebankan
kepada Pemohon Eksekusi yang akan diperhitungkan kemudian dengan hutang
Termohon Eksekusi.

Penetapan Pengadilan Negeni Bale Bandung No. 82/Pdt Fks/1996/PN BB
tanggal 30 September tersebut, telah memuat perintah Ketua Pengadilan Negeri Bale
Bandung untuk memanggil Termohon Fksekusi melalui Pengadilan Negeri Kelas 1-A
Bandung supaya hadir di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Oktober
guna dilakukan pencguran. Termohon Fksekusi dalam menanggapi Penetapan
tersebuit akhimya pada tangal 15 Oktober 1996 mengajukan keberatan dengan
memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menunda pelaksanaan
eksckusi sampai batas waktu 3 (uga) bulan sejak peneguran tersebut.

Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan berdasarkan pencguran dan
permohonan yang diajukan kembali oleh Pemohon Eksekusi akhirmnya mengabulkan
keberatan dan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh
Termohon Eksekusi. Pertimbangan yang diambil oleh pengadilan tersebut didasarkan
pada fakta bahwa pihak Termohon Eksekusi telah dengan nyata melakukan ingkar
Janji, schingga Pengadilan Negen Bale Bandung iwengeluarkan sekalicus menguatkan
Penetapan Perkara No 82/Pdt Eks/1996/PN BB pada tanzgal 25 Oktober 1996, yang
intinya memerintahkan untuk  dilaksanakan sita cksekusi terhadap obyek Hak
Tanggungan yang dikuasai Termohon Eksekusi.

Berdasarkan  fukta yang telah diuraikan dalam  perkara No
B2/PdLEks/1996/PN.BB, maka adanya pelaksanaan eksekusi tersebut karena adanya
perjanjian yang menjadikan Hak Tanggungan sebagai jaminannva Fksekusi yang
dilakukan terhadap Termohon Eksehusi oleh Pengadilun Negeri Bale Bandung
tersebut merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh kepada mhak yang kalah
dalam suatu perkara, sebagai bagian dari aturan dan tuta cara lanjutan dari proses

pemeriksaan  perkara.  Oleh  Xkarena  itu  eksekusi merupakan  tindakan
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berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata, atau dengan kata
lain eksekusi merupakan suatu kesatuan yang ndak terpisah dari pelaksanaan taia
tertib beracara vang terkandung dalam TiiR.

Pelaksanaan cksekusi yang diiakukan terhadap pihak vyang kalah oieh
Pengadilan Negeri Bale Bandung karena pihak Termohon Fksekusi fidak mauy
menjalankan putusan secara sukarela, schingga pelaksanaan putusan pengadilan
tersebut dilaksanakan dengan bantuan kekuatan umum. Pengadilan Negeri Bale
Bandung dalam mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon
Eksekusi dan dalam pelaksanaan penyitaan cksekusinya telah sesuai dengan tata cara
sita eksekusi menurut Flukum Acara Perdata, karena dalam pelaksanaan penyitaan
cksekusi telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 196,
Pasal 197, Pasal 198 dan Fasal 169 HIR.

Mengenai terjadinya dua kali Penctapan Ketua Pengadilan Negeni Bale
Bandung dalam perkara No. 82/Pdt Fks/ 1996/PN. BB tersebut, khususnya Penetapan
Pertama yaitu Penetapan No 82/Pdt Eks/1996/PN BB tanggal 30 September 1996,
bahwa hal tersebut bukan merupakan penyimpangan dari prosedur Hukum acara
perdata, tapi disebabkan karena adanya perbedaan antara keberadaan pihak vang
dikalahkan (Termohon Eksekusi) dengan obyek Hak Tanggungan yang akan
dieksekusi. Pihak Termohon Eksekusi bertempat tinggal atau berkediamar di wilavah
hukur Penadilan Negeri Kelas 1-A Bandung, sedangkan vang menjadi obvek
cksekusi Hak Tanggunpan berada di wilayah hukum Pengadilan Negen Bale
Bandung yang memeriksa perkara No. 82/Pdt Liks/ 1996/PN BB tersebut.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara No 82/Pdt Fks/ 1996,
PN.BB tangga! 30 September 1996 telah sesuai dengan tata cara sita cksekus|
menurut hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) HIR
Bahwa dalam kasus in terdapat perbedaan domisili antara Pihak vang dikalahkan
(Termohon Fksekusi) dengan obyek Hak Tanggungan yang akan dieksekusi Adanya
perbedaan antara kedudukan Termohon Eksekusi dengan obyek eksekusi Hak

Tanggungan tersebut mengakibatkan Pengadilan Negeri Bale Bandung mengeiuarkan
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permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negen Kelas I-A Bandung untuk
memangeil pihak tereksekusi dalam bentuk Penctapan yang memuat lakta dan
pertimbangan-pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung. Hal
ini terjadi. karena dalam pemanggilan pihak Tereksekusi itu harus meminta bantuan
dari Pengadilan lain yang dalam kasus im adalah kepada Pengadilan Negen Kelas [-A
Bandung, schingga pihak Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung perlu mengetahui
lebih detail mengenai kasus ini sebelum memanggil pihak tereksekusi agar terhindar
dari kesalahan dalam hal pemanggilan.

Menuruat Harahap (1995 | 95) berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) HIR
mengatur tata cara permintaan bantuan Pengadilan Negen tempat terictaknya barang
yang hendak disita. Permintaan banfuan sita eksekusi yang demkianlah yang
dimaksud dengan pendelegasian sita eksekusi. Pengadilan Negen yang berhak
menangani  dan menjalankan  eksekusi melimpahkan kewenangannva kepada
Pengadilan Negeri yang lain atas alasan barang yang hendak dieksekusi terletak di
dalam wilayah hukumnya Dengan adanye lembaga permintaan bantuan eksekusi
tidak mengakibatkan terhambatnya sita cksekusi, dengan cara mendelegasikan
pelaksanaannya kepada Pengadilan Negen di tempat mana barang vang hendak
dicksekusi terletak, Pedoman pendelegasian didasarkan pada letak barang yang
hendak dieksekusi. Barang tergugat yang hendak dicksekusi, yang berwenang untuk
melaksanakan eksckusinya ialah Pengadilan Negen tempat di mana barang itu
terletak. Kewenangannya terwujud melalu proses pendelegasian berupa “permintaan
bantuan™ .

Tahap pemanggilan untuk dilakukan teguran atau penngatan terhadap pihak
vang kalah oleh Pengadilan merupakan tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan
sita eksekusi, Apabila pihak tergugar tidak hadir memenuhi panggilan penngatan
tanpa alasan yang sah atau seclah masa penngatan dilampaul tetap ndak mau
memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, maka sejak saat iu Ketua
Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan yvang bensi penintah Kepada
panitera atau Juru Sita untuk melakukan sia eksekusi harta kekayaan tergugat, sesual
dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR.

Berdasarkan peringatan ini  juga akhimya Ketua [Dengadilan Negeri
mengeluarkan surat perintah yaitu berupa Surat Penntah Penetapan sita eksekust vang

merupakan syarat formal pelaksansan sita eksekusi. Adanva dua kali Penetapan
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dalam perkara No. 82/PdiEks/1996/PN. BB, pada dasamya tidak lepas dari tahapan-
tahapan dalam pelaksanaan sita eksekusi, sebagaimana diatur dalam hukum acara
perdata.

Kaitannya dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung No.
82/PdLEks/1996/PN.BB tanggal 30 September 1996 dengan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 82/PdUEKs/1996/PN BB tanggal 25 Oktober
1996, bahwa meskipun Penetapan itu terjadinva pada wakiu peraturan tentang
lembaga jaminan atas tanah yaitu UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
telah berlaku, tetapi karena yang berubah hanya hukum matenalnyva saja maka dalam
proses peradilannya masih menggunakan cara-cara seperti penyitaan eksekusi dalam
hipotik, yang bersumber dari ketentuan Pasal 195-200 HIR, karena peraturan yang
kiusus mengatur eksekust Hak Tunggungan belum terbentuk.

Menurut Sjahdeint (1996:137) bahwa pasal 26 UUHT menentukan bahwa
selama belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 UUHT, peraturan mengenai eksekusi
hipotik vang ada pada mulai berlakunya UUHT, berlaku terhadap eksekusi HHak
Tanggungan, Dengan kata lain, sekalipun ketentuan mengenai hipotik vang terdapat
dalam Buku Il KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah dinyatakan udak berlaku lagi, namun sepanjang yang
mengenal cksekusinya tetap berlaku bagi eksekusi Hak Tanggungan

Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Penetapannva walaupun
mendasarkan pada Sertifikat Hak Tanggungan, tetapr dalain menentukan jumlah
utang yang harus dibayar oleh Termohon Pksekusi yaitu sebesar Kp. 49 703,533 -
(empat puluh sembilan juta tyuh ratus tiga ribu hma ratus tga puluh vga rupiah),
didasarkan pada utang vang terealisir yaitu sampai pihak Termohon Eksekusi
dinyatakan tidak mampu membayar (ingkar janji) oleh pthak Pemohon Eksckusi vaitu
pada saat sebelum pihak pemohon eksekusi (kreditur) mengajukan gugatan ke

pengadilan tanggal 4 September 1996
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Jadi Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutonal yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidakiah berlaku
mutlak, karena masih harus dikuatkan dengan Penetapan dari Pengadilan agar

mempunyai kekuatan mengikat dan dava paksa.

Penyitaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan setelah berlakunva UU No. 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ternyata memberikan kemudahan sekaligus
perlindungan baik kepada kreditur maupun debitur. Kemudahan yang ada dalam
penyitaan eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan adanya Akia Pemberian Hak
Tanggungan jo. Senifikat Hak Tanggungan, maka dengan sendirmya apabila pihak
debitur cidera janji atau udak bisa memenuhi kewajibannya kepada kreditur, harta
milik debitur yang dijadikan jaminan bisa langsung dilelang Penvitaan cksekusi
setelah berlakunya UU No. 4 iahun 1996 juga memberikan perlindungan. Bagi pihak
kreditur, kemudahan dalam melakukan penyitaan eksekust itu dengan sendinnva akan
mengatasi problem kredir bermasalah yang mengganggu kelidupan dunia perbankan.
Bagi pihak debitur, dengan adanya keleluasaan untuk melakukan penjulan di bawah
tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UUHT, maka debitur akan merasa
dilindungt dan dijarmin haknya karena penjualan dapat dilakukan dengan harga tinggi
(normal), sehingga sisa penjualan setelah dikurangi hutang vang harus dibayarkan
kepada pihak kreditur sepenuhnya merupakan hak darnipada debitur

Berdasarkan urman di atas, maka nampak jelas bahwa cksekusi iHak
Tanggungan yang diatur dalam UL No. 4 tahun 1996 1elah membernkan periindungan
dan jaminan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima Hak Tanggungan Adanva
perlindungan dan  jaminan kepastian hukum  tersebur terbukn  dengan adanva
keleluasaan bagl pembert dan penerima Hak Tanggungan untuk melaksanakan
cksekusi Hak Tanggungan sesuar dengan kesepakatan kedua belah pihak, tentunva
dengan saling menguntungkan Terlebih lagt kemudahan dan perlindungan serta
kepastian hukum 1ty kKhususnya dengan dibububkannya rab-trah “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Majia Esa’, yang mengandung kekuatan eksckutorial
e s
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yang sama derajatnya dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

3.3 Kajian

Dasar pertimbangan pengajuan permohonan cksckusi dalam perkara ini,
didasarkan adanya sengketa antara Termohon Eksekusi sebagar pihak debitur yang
melakukan wanprestas: dengan Pemohon Eksekus: (P1. Bank Bali Cabang Bandung)
sebagal pihak kreditur yang awal mulanya dan perjanjian meminjam uang atau
perjanjian hutang-piutang itu dikuatkan dengan Akta Pengakuan Hutang tanggal 26
Juni 1995 No. 75 jo. Akta Pemberian Jaminan tanggal 26 Juni 1995 No, 76,

Jamiman dalam meminjam uang dan PT. Bank Bali Cabang Bandung.
Termohon Eksekusi telah membenkan kuasa memasang hipotik pertama dan hipotik-
hipotik selanjutnya serta kuasa untuk menjual tanah atas Hak Guna Bangunan dengan
Sertifikat HGB Nomor. 339/ Desa Rahayu, terietak di Propinst Jawa Barat,
Kabupaten Bandung Kecamatan Margaasih, Desa Rahayu, Persil Blok E-3 Kav,
Nomor, 02/T 48, asal Persil Pemisahan dan B.7/Rahayu Lamanya Hak Guna
Bangunan tersebut selama 20 tahun, yang berakhir tanggal 23 Jul 2013

Tindakan Termohon Fksekusi untuk membenkan kuasa memasang hipotik
pertama dan hipotik-hipotik selanjutnya tersebut dilakukan apabila ternvata pihak
Termohon Eksekust meminjam dalam jangka waktu tertentu ndak bisa melunas
hutangnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU. No. 4 whun 1996
tentang Hak Tanggungan

Menggugat Termohon Eksckusi atau debitur, ternyata dalam jangka waktu
tertentu tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak Pemohon Eksekusi (PT. Bank
Bali Cabang Bandung), schingga pithak PT. Bank Bali Cabang Bandung mengajukan
permohonan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan vang dijadikan jaminan oleh
pihak debitur, Obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan cksekusi oleh mhak
kreditur tersebut adalah obyek Hak Tanggungan sebagaimana yvang dimaksudkan
dalam Akia Pengakuan Hutang tanggal 26 Jum 1995 No. 75 jo. Akta Pembenan
Jaminan tangga! 26 Jum 1995 No. 76.
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Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Negeri
Bale Bandung dalam mengabulkan permohonan eksekusi pada perkara No. 82/ Pdt
Eks/1996/ PN.BB. Perimbangan pengajuan permohonan eksekusi dalam perkara i
didasarkan pada fakia pihak Termohon FEksekusi telah terbukn cidera jang,
secbagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan. Untuk kepentingan tersebut pihak termohon eksekusi telah dipanggil
dengan patul, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 HIR, tetap tidak bisa
memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu diadakan peneguran kepada debitur vang
kemudian dilanjutkan dengan penyitaan cksekusi. Hal ini diperkuat dengan
pengakuan dari Termohon Eksckusi sendiri vang menyatakan bahwa benar-benar
mempunyai hutang pada Pemohon Eksekusi.

Pemohon eksekusi dalam mengajukan permohonan cksekusi, memohon
kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk melaksanakan eksekusi atas Sertifikat
Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor @ 00304/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo
Akta Pembenan Hak Tanggungan Nomor64/04/ Margaasibv 1996 mnggal 5 Jum
1996, yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dengan memakai judul kata-
kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ adalah mempunyai
kekuatan/daya eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avar (2) dan (3)
UUH I jo. Pasal 224 HIE,

Pihak Pemohon eksekusi sebagar pihak yang dirugkan mengajukan
permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Bale Bandung vang terdaftar dalam
register perkara No. 82/PdtEks/PN.BB. Pengadilan Negen Bale Bandung yang
mengadili perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan- pertimbangan
selanjutnya membuat Penetapan yaitu mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi,
Meininta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negen Kls 1-A agar memerintahkan
kepada Jurusitw/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kls [-A Bandung, untuk
memanggil Termohon Eksekusi | dan Termohon Lksckusi IT agar supaya mereka
datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeni han Rabu tanggal 16 Oktober
1996 jam 10,00 WIB, untuk ditegur agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) han
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setelah ditegur, melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon
Cksekusi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
64/04/ Margaasih/ 1996 tanggal 3 Juni 1996 Jo. Sertifikat 1lak Tangsungan
Peringkat Pertama No. 00304/1996 tanggai 18 Juni 1996 berjumlah sebesar Rp.
49.703.533.- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh
tiga rupiah) secara baik-baik, serta membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
menurut hukum sementara dibcbankan kepada Pemohon Eksekusi.

Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam mengabulkan permohonan eksekusi,
akhimya mengeluarkan Penetapan yaitu Penetapan No. 82/Pdt Eks/1996/PN BB vang
dikeluarkan pada tanggal 30 September 1996 dan tanggal 25 Oktober 1996 Kedua
Penetapan tersebut, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai benkut

Di dalam Penetapan No. 82/Fdt Eks/1996/PN.BB tanggul 30 September
1996. Pemohon Eksekusi tanggal 05 September 1996 nomor: 01/05/TX/1996/R M D
Bdg, beserta lampirannya antara lain terdin atas surat-surat bukt sehagaimana
terscbut di atas, Pemohon Fksckusi memohon kepada Pengadilan Negeri Bale
Bandung untuk melaksanakan eksckusi atas Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat
Pertama No. 00304/1996, tanggal 18 Jum 1996 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 64/04/ Margaasih/1996 tanggal 3 Jumi 1996, Utang Termohon Eksekusi
berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tangeal 26 Jum 1995 Nomor 75 10 Akta
Pemberian Jaminan tanggal 26 Jjuni 1995 Nomor . 76, scbesar Rp. 44 600 000 - (
empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah ) vang akan berakhir pada tanggal 26
Juni 2005, akan tetapi Termohon Eksekusi telah ingkar janji tidak melaksanakan
Kewajibannya membayar utangnya tersebul kepada Pemohon Eksckusi sesuai bunyi
pasal 1 dari Akta Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 1995 No:75. Untuk menjamin
hutang Termohon Eksekusi Tuan Zainal Abidin(d/h ONG, ENG LA} yang telah
mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu Ny, Lina Christine (h TAN, CHUI LING),
sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang tangeal 26 Juni 1995 Nomor
75 jo Akta Pemberian Jaminan tanggal 26 Juni 1995 Nomor 76, Termohon Fksekusi

telah memberikan kuasa memasang hipotik pertama dan hipotik-hiponk selanjutnya


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

L

serta kuasa menjuai atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 339/ Desa
Rahayu, benikut dengan segala bangunan dan anaman serta segala sesuatu lainnya
yang sckarang telah dan/ atau dikemudian han mungkin  akan
didirikan/ditanam/berada di atas tanah hak tersebut di atas yang menurut sifat dan
peruntukannya serta menurut hukum/undang-undang dianggap sebagai benda tdak
bergerak, Jumlah hutang Termohon Eksckusi per tanggal 4 September 1996 telah
berjumlah Rp. 49 .703.533 - (empat puluh sembilan juta rupah tujuh ratus tiga nbu
lima ratus tiga puluh tiga rupiah) di bawah nilai pembebanan Hak Tangpungan
Peringkat Pertama yaitu sebesar Rp. 60.000.000,-Enam puluh juta rupiah) sehingga
dapat dikabulkan seluruhnya, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor
00304/1996 tanggal 18 Juni 1996 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No:64/04/
Margaasih/1996 tanggal 3 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang
dengan memakai judul kata-kata * Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa * adalah mempunyai kekuatan/daya cksekutorial sebagaimana tercantum
dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 4 tahun 1996 jo Pasal 224 HIR,
Untuk pelaksanaan eksekusinya sebagai tahap pertama terhadap Termohon Eksekusi
haruslah dilakukan peneguran terlebih dahuiu supaya dalam tenggang waktu yang
ditetapkan dalam Undang-undang segera melaksanakan kewajtbannva untuk
membayar hutangnya kepada Pemohon Fksekusi secara bark-baik, Akta Pembenan
Hak Tanggungan Nomor : 64/ Margaasih/1996 tanggal 3 Jum Pasal 4 berbuny1 Para
pihak dalam hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya
memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negen | B di Kabupaten DT.1I
Bandung, Domisili Termohon Eksckusi berada di Wilavah Hukum Pengadilan Negen
Kls 1-A Bandung, maka perihal pemanggilannya haruslah meminta bantuan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Kis. [-A Bandung, Biaya vang timbul sebagai akibat dari
Penetapan ini untuk sementara waktu dibebankan kepada Pemohon Eksckusi yang
akan diperhitungkan kemudian dengan hutang Termohon Eksekusi. Atas dasar bukn-
bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negen Bale

Bandung dalam Penctapannya @ Mengabulkan permohonan Permohooan Eksekusi,
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Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negen Kls I-A Bandung agar
memenntahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Termohon
Fksekusi 1 dan Termohon Eksekus: 17 agar supaya mereka datang menghadap kepada
Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 jam
10.00 WIB, untuk ditegur agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) han setelah
ditegur, melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon
Fksckusi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No
64/04/Margaasih tanggal 3 Juni 1996 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat
Pertama No, 00304/1996 tangeal 18 Juni 1996 berjumlah sebesar Rp. 49 703.533 -
(Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga) secara
batk-baik dan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum sementara
dibebankan kepada Pemohon Fksekusi.

Selanjutnya Penetapan No.82/Pdt Eks/1996/PN.BBE tanggal 25 Oktober,
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu Berita Acara Teguran tanggal 16
Oktober 1996 No.82/Pdt Eks 1996/PN.BB jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negen
Rale Bandung No. 82/Pdieks/1996/PNBB tanggal 30 September, terhadap
Termohon Eksckusi telah dilakukan peneguran, akan tetapi sampar  habisnya
tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Termohon Eksekusi
tersebut tidak melaksanakan kewajibannya vaity membavar hutangnya kepada
Pemohon Eksckusi secara baik-baik, Akta Pewtbenan Hak Tanggungan jo. Serufikat
Hak Tanggungan vang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan memakai irah-
irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketubhanan Yang Maha FEsa “, berdasarkan
Undang-Undang No. 4 tahun 1996 jo. Pasal 224 HIR mempunvai kekuatan/dava
cksekutorial serta barang yang dimohonkan sita eksekus) dan dilanjutkan dengan
pelelangan/penjualan df muka umum berada di wilayah Hukum Pengadilan Negen
Bale Bandung berwenang untuk melaksanakannya Penctapan Pengadilan Negen
Bale Bandung No  82/Pdi ks 1996/PN.BB tanggal 30 September tersebut, telah
dimuat perintah Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memanggil Termohon

Fksekusi melalur Pengadilan Negen Kelas 1-A Bandung supava hadir di Pengadilan
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Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Oktober guna dilakukan peneguran. Termohon
Eksekusi daiam menanggapi Penetapan tersebut akhimya pada tanggal 15 Okiober
1996 mengajukan keberatan dengan memohon pada Ketua Pengadilan Negen Bale
Bandung untuk menunda peiaksanaan eksekusi sampai batas waktu 3 (tiga) bulan
sejak peneguran tersebut.

Penulis berpendapat bahwa Pengadilan Negen Bale Bandung dengan
berdasarkan peneguran dan permohonan vang diajukan kembali oleh Pemohon
Eksekusi akhimya mengabulkan keberatan dan permohonan penundaan pelaksanaan
eksekusi yang diajukan oleh Termohon Eksekusi. Pertimbangan yang diambil oleh
pengadilan tersebut didasarkan pada fakta bahwa pihak Termohon Eksekusi telah
dengan nvata melakukan ingkar janji, schingga Pengadilan Negeri Bale Bandung
mengeluarkan sekaligus menguaikan Penctapan Perkara No.82/PdiEks/1996/PN.BB
pada tanggal 25 Oktober 1996, yang intinya memerintahkan untuk dilaksanakan sita
eksekusi terhadap obyck Hak Tanggungan vang dikvuasai Termohon Eksekusi
Adanya pelaksanaan cksekusi tersebut karena adanya perjanpan yang menjadikan
Hak Tanggungan sebagai jaminannya. Eksekusi yang dilakukan terhadap Termohon
Fksckusi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut merupakar uindakan hukum
yang dilakukan oleh kepada pihak yang kalah dalam suatu perkar, sebagani bagian
dari aturan dan tata cara lamutan dan proses pemenksaan perkara Pelaksanaan
cksekusi yang dilakukan erhadap pihak vang kalah cleh Pengadilan Negen Bale
Bandung karena pihak Termohon Eksekusi tidak mau menjalankan putusan secara
sukarela, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilaksanakan dengan
bantuan kekuatan umum. Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam mengabulkan
permohonan cksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi dan dalam pelaksanaan
penyitaan eksekusinya telah sesuai dengan tata cara sita eksekusi menurut Hukum
Acara Perdata, karena dalam pelaksanaan penyitaan cksekusi telah memenuhi
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 197, Pasal 1%8 dan
Pasal 199 HIR. Terjadinya dua kali Penctapan Ketua Pengadilan Negen Bale
Bandung dalam perkara No. 82/Pdt. Eks/1996/PN.BB tersebut, khususnya Penetapan
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Pertama vaitu Penetapan No.82/Pdt.Eks/1996/PN.BB tanggal 30 September 1996,
bahwa hal tersebut bukan merupakan penyimpangan dan prosedur Hukum acara
perdata, tapi disebabkan karena adanya perbedaan antara keberadaan pihak vang
dikalahkan (Termohon Eksekusi) denpan obyek Ilak Tanggungan vang akan
dicksekusi. Pihak Termohon Eksekusi bertempat tinggal atau berkediaman di
Wilayah Hukum Pengadilan Negen Kelas 1-A Bandung, sedangkan yang menjadi
obyek eksekusi Hak Tanggungan berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negen Bale
Bandung yang memeriksa perkara No. 82/PdL Eks/1996/PN BB tersebut

Penulis sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung
dalam perkara No 82/Pdt Fks/1996/PN BB tangpal 30 September 1996 telah sesuai
dengan tata cara sita eksekusi menurut hukum acara perdata, sebagaimana diatur
dalam Pasal 195 ayat (2) HIR. Bahwa dalam kasus ini terdapat perbedaan donusili
antara Pihak yang dikalahkan (Termohon Eksekusi) dengan obyek Hak Tanggungan
yang akan dicksckusi. Adanya perbedaan antara kedudukan Termohon Eksekusi
dengan obvek cksekusi hak tanggungan tersebut mengakibatkan Pengadilan Negen
Bale Bandung mengeluarkan permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negen
Kelas 1-A Bandung untuk memanggil pihak tereksekusi dalam bentuk Penctapan
yang memuat fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Ketua Pengadilan
Negen Bale Bandung Hal im ténjadi, karena dalam pemanggilan pihak Tereksekus:
itu harus meminta bantuan dan Pengadilan lain yang dalam kasus i adalah kepada
Pengadilan Negeri Kelas [-A Bandung, schingga pihak Pengadilan Negeri Kelas [-A
Bandung perlu mengetahui lebih detaill mengenai kasus im sebelum memanggil prhak
tereksekusi agar terhindar dari kesalahan dalam hal pemanggilan Adanya dua kals
Penetapan dalam perkara No. 82/Pdi. Eks/1996/PN.BB, pada dasarnya tndak lepas dari
tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sita eksekusi, sebagaimana diatur dalam hukum
acara perdata, Meskipun Penctapan itu terjadinya pada waktu peraturan tentang
lembaga jaminan atas tanah yaitu ULl No. 4 tahun 1996 temang rlak Tanggungan
telah berlaku, tetapt karena yang berubah hanya hukum matenialnya saja maka dalam

proses peradilannya masih menggunakan cara-cara scperti penyitaan cksekusi dalam
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hipotik, vang bersumber dari ketentuan Pasal 195 - 200 HIR, karena peraturan yang
khusus mengatur eksekusi Ilak Tanggungan belum terbentuk. Penctapan Ketua
Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara No. 82/Pdi.Eks/1996/PN BB vang
dijadikan alat bukt diantaranya adalab Semfikat Hak Tanggungan Penngkat Pertama
No.00304/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.64/04/
Margaasih/1996 tanggal 3 Jumi 1996 yang memuat trah-irah * Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa =, sehingga pihak Pemohon Eksckusi tidak
perlu melakukan gugatan perdata biasa ke pengadilan, tetapi cukup dengan
mengajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi oleh pengadilan tempat barang
jaminan itu terletak. Hal ini discbabkan titel eksekutorial yang terdapat dalam
Sertifikat Hak Tanggungan vang mempunyal kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah inenipunya kekuatan hukum yang tetap. Ketua
Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Penetapannya tersebut didasarkan atas
permohonan dan pihak Pemohon [ksekusi untuk mengeksekusi Sertifikat Hak
Tanggungan. Penetapan Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung dalam perkara No
§2/PdL.Eks/1996/PN. BB dalam pertimbangannya mendasarkan pada Sertifikat Hak
Tanggungan jo Akta Pembenan Hak Tanggungan.

Penulis berpendapat bahwa penyitaan eksekust terhadap Hak Tanggungan
setelah berlakunya ULl No. 4 twahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ternyata
memberikan kemudahan sekahgus perlindungan baik kepada krediiur maupun
debitur. Kemudahan yang ada dalam penyitaan eksekusi Hak Tangeungan adalah
dengan adanya Akita Pembenian Hak Tanggungan jo. Sertifikat Hak Tanggungan,
maka dengan sendirinya apabila pihak debitur cidera janji atau tidak bisa memenuhi
kewajibannya kepada kreditur, harta milik debitur vang dijadikan jaminan bisa
langsung dilelang. Penyitaan cksekusi setelah berlakunya UL No. 4 tahun 1996 juga
memberikan perlindungan. Kemudahan dalam melakukan penyitaan bagi pihak
kreditur bahwa eksekusi itu dengan sendirinya akar mengatasi problem kredit
bermasalah  yang mengganggu  kehidupan dunia  perbankan  Dengan  adanya
keleluasaan untuk melakukan penjualan di bawah tangan bag pihak debitur


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

[
=74}

sebagaimana diatur daiam Pasal 20 ayat (3) UUHT, maka debitur akan merasa
dilindungi dan dijamin haknya karena penjualan dapat dilakukan dengan harga tingg
(normal), sehingga sisa penjualan setelah dikurangi hutang vang harus dibayvarkan
kepada pihak kreditur sepenuhnya merupakan hak danpada debitur.
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IV. KESIMPULAN DAN SA

SLT
RS deweep

g
4.1 Kesimpuian

Berdasarkan pembahasan vang telah diuraikan di alas, maka dapat dibenkan
kesimpulan sebagai berikut
. Dasar pertimbangan pengajuan permohonan eksekusi dalam perkara No.
82/Pdt.Eks bahwa Termohon Eksckusi telah terbukti cidera janji, sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT, scielah dilakukan peneguran scsuai
dengan ketentuan Pasal 197 HIR, Pihak Termohon Eksekusi tidak melakukan
kewajibannya pada Pemohon Fksekusi, maka penvitaan eksekusi  dapat
dilaksanakan berdasarkan tata cara sita eksekust vang bertitik-tolak dan ketentuan
Pasal 197, Pasal 198 HIR dan Pasal 199 HIR serta didasarkan pada Akta
Fembenan Hak Tanggungan jo. Sertiltkat Hak Tanggunean vang berdasarkan
ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT mempunyar kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadiian yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap.

T

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan No 82 / Pdibks / 1996 /
PN, BB didasarkan atas Pengadilan Negen Bale Bandung dalam mengabuikan
permohonan cksekusi yang diajukan oleh Pemohon Cksekusi, vang akhimva
mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung, vang terdin
dani Penctapan No.82/Pdi Eks/1996/PN BB tanggal 30 September 1996 dan
Penctapan No. 82/PdtEKs/1996/PN BB tanggal 25 Oktober 1996 Dasar
pertimbangan  hukum Hakim dalam Penctapan No. 82/PdrERs 1996/PN BB
tangeal 30 September 1996 didasarkan pada suatu pertimbangan-pertimbangan
Pemohon Eksekusi dalam  pengajuan permohonan  eksckusinva memohon
kepada Pengadilan Negen Bale Bandung untuk melaksanakan eksekus) awms
Sertifikat  Mak Tangpungan Peringkat Pertama jo. Akta Pemberian Hak
Tanggungan  Dalam menentukan jumlah hutang vang harus dibavar olch

39
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Termohon Eksekust, didasarkan pada hulang vang terealisir yaitu sampal pihak
Termohon Eksekusi dinyatakan tidak mampu membayar (ingkar janp) oleh prhak
Pemohon Eksekusi yaitu pada saat sebeium pihak Pemohon Eksekusi (kreditur)
mengajukan gugatan ke pengadilan Penctapan No. 82/PdtEks/|996/PN BB
tanggal 25 Oktober 1996 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Benta
Acara Teguran tangpal 16 Oktober 1996 No. 32/PdLEKs/1996/PN BB o
Penetapan No. B2/PALEks/1996/PN.BB tanggal 30 September 1996 telah
dilakukan peneguran, akan tetapi sampai habisnya tenggang wakw yang telah
ditetapkan daiam Undang-undang Termohon Eksekusi udak melaksanakan
kewajibannya membayar hutang kepada Pemohon Eksekusi. Atas dasar bukti dan
pertimbangan-pertimbangan tersebut. akhimya Ketua Pengadilan Negen Bale
Bandung memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negen untuk melaksanakan
penyitaan eksekusi lerhadap barang jaminan hutang Termohon Eksekusi

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penyusun kemukakan saran-saran

schagal alternatif pemecahan, vaitu sebagal benkut

|

o

Hakim sebelum mengabulkan permohonan eksekusi, lebih teliti dalam memeriksa
suatu perkara dan harus mengetahw febth mendetail kasus vang dipeniksanya,
vang memuat fakta-fakta dan alat bokti yang diajukan oleh pihak-pihak yang
berperkara. Terlebith lagr Hakim dalam Fenstapennya vang didasarkan atas
permohonan dan pihak-pihak yang berperkara, dalam hal inl dan pthak Pemohon
Eksckusi untuk menpeksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, maka dalam hal
permohonan i prhak pengadilan ndak boleh menolak aken wetap Hakim berhak
untuk menila 151 dart Serufikat Hak Tanggungan dan Akla Pembenan Hak
Tanggungan untuk menghindan kekehruan,

Sertifikat Hak Tangeungan agar mempunyal Kekuatan Elsekutonal yang sama
dengan putusan pengadilan yang telan berkekuatan hukum tetap dan berlaku
mutlak, maka harus dikuatkan dengan Penetapan dari pengadilan agar mempunyvai
kekuatan mengikat dan daya paksa.
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Homor: g2/pdt. Eksa/1556,/EN BB

DEMT KEADILAN DEADASATIKAN KETUHANAN TANG MAHA ESA

Komi, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung j ————"" et

Mombaca surat permohonan bertangegal 05 September 166 Nemors, 01/05/1X/ =
1996 /1D Bdg, daris RIQ FERRY SIHOMBING, SH. dan CHATZARKO, kedw—duanya ——
laryawan PT. Baok Boll Cobang Bandung, berslamat d4 Jalan Herdela Nomori 66 —
pandung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan etas nama: FT. BANK BALL ——-
CADANG BANDUNG berkedudukan di Jalon Merdeln Momor: 66 Bandung, berdasarken -
surat lkunsa khusus tonggal 04 September 1956 Nomori DthSKS}HH,fIxhg?E, seba-
gais Pemchon Fkockual yang poda pokoknya memchon kepada Fengodlion Hegerli --—
Rale Bendung tntuk meloksannkan cksekusi atas Sertifilat Yok Tanggung@n --——=
Peringkot Pertamy Nomor: 00304/1956 tanggal 18 Junl 1996 jo. Akta Pemberian -
Hak Tanggungon Hemor: 66,/0l/1iacgaasih/1950 tanggal 3 Juni 1598, dalan perkaca
Nomar: 02/Pdt.Eks/1996/FN.BB., entara: — : =

PT. DANK DALT CADANG DANDUNG, barkedudukan di Jolon Merdeln lNomor: 66 Bandung
nobagaii Pemohon Fkselusi. - -

Lawan 4

1. Tuan zm;' Aat, AnToIl (d/h ONG, ENG LA }, dahulu bertenpat tinggal di Jelan -
Jenur Irdah 11 LA 9/124, Jakarta Utsro, sekezong bertempet ——=—
tinggal di Jolon Kopo Momor: 957 Bandung, sebagai: Temmohon ———

Eksekust 1. -
2, Nyonys LINHA CHISTINE (d/h TAN, CHUL LING), dohulu bertempat tinggal di -—-

-?f?ﬁﬂ-., Jolow Janur Indah II1 LA §/12A, Jokarta Utara, sekarang berten -
e N pot tinggal di Jalan Kopo Nomori 537 PBondung, schagai: Terschan
: b

E'E:mkuni I oo i e

R Hembnca pulos - —— ———
e/

.:"" : A kta Pengokuon Huterg tanggel 25 Juni 1995 Memer: T3 § — o
":--F;‘?’(f Nkt Pemberion Jomiman tanggal 86 Sint 1995 Noners 78 § —e—————rwmem=cs

3. Sertifikat link Tangrungan Peringkat Pertama Nomor: 00304,/1995 tanggol 10 -
Juni 1996 jo. Alktn Pemberian Hak Tenggungen Nomor: Gh/ob/varpna 5ih /1695 —-
tangpal 3 Juni 1995 § =———— o e ey S e

4. Sertifikat ok Gima Qlongunan Nomor: 339/Mesn Bohayu, terle tok di Propinsi-
Jowvm Boroat, gabura ten Nondung, Kecamaton Mavgnoaih, flosa Rahayu, Porsil —-
Mlok %=1 Kov. Nomot: 02/T. b, Al pPorsll Penlmahon Doarl .7 /Mahayu, 1aps-
nyn hok berlaku 20 tahun, berakhirnys hok tanggal 23 Juli 2013, Cambar ===
Situnal tangpoal 1% Saptamber 1994 Homor! peah/ 1994 Luas: 200 M2, tercalus
atas pamas ZATNAL AZTDIN 5 == i e e e e S i S

4. Dorkes perkorn cksekusd Homors 02/pdt.Eks/1995/A BB, —-———mmmTTETTT

U Meninbong, bohu sobapo imana diun Lkan dalnm mirntnya pesmohonan Pemahob
Crookusi tangpel 0Y September 1995 Homgri p1/03/i% /1006 /D Sdg, beserta ===«
lomplronnys anloro 141n surat-surat puktl sebagniminn teracbul gdi ptan, Poma-
hon Ekoekutd memshon kepodo PongadLlng Negeri Dole Bundung wntuk melokaonakln
Siookusl atao Sertifikat ok Tanggungen Peringkat Periam Nomor: 00304/ /1555 -
tanpgod 10 Juni 1996 Jo. Akto Pemberisn Hok Tonggunean Nems=: Gh/oh/Margaasin/
1006 toapgel 3 Juni 1996 | —=——==——— —— I

2} Menimbang, bahwa utong Termohon Bkauiund terdncarkon Akta Pongokuan ==-=
Mitkang tanggal 25 Juni 1995 Nomor: 75 4n. Aktn Pemberian Iominan WNQEIe 20 =
Jumi 1695 Nomor: '."G, splinoar fp, 44,600,000~ {pimpot puluh espat duty omami—r=

&
> l'_g-.llﬂ puprar s S R AL et e H

i T
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Dlg|t§LuR@;QQ:§Lt@Qégtamnwc%ﬂa?g%%ulu%ég}pgrmu 2005, eskon totapl

Termohon Eksekusi telsh ingkar janjl tidok.meloksanakan kewa Jibannym membs -
yor utangnyn tersebut kepads Pemchon Eksckusi samumi bunyl Pasal 1 daci Akta
Penpnkunn Hutang tanggnl 26 Juni 1595 Nomor: :75 §- =

| .2) Henimbeng, bahwe untik menjamin hutang Termchon Ekscicu:r'_t, Tmh ZAINAL —
] ADIDIN (d/h ONG, ENG LAI), ysng teloh mendapat rootujunn dort [ntreingn ——
| yoitu: Nyomym LINA CHISTINE fd%\ TAN, CHUIL LING)," sobagaimama dimrkeod dales
} Akta Pengakuen Hutang tangsel 26 Juni 1995 Nomor: 75, ,Jo. Akta Pembacinn —

Jaminan tanggal 25 Juni 1995 Nemor: 76, Termohon :Eksekusl telah mesborikan -
kuasa memasang hipotik pertama dan hipotik-hipotik salanjutnya serts kunsa -
menjual ntoa tormoh Sertifiket Hok Guna Bangunan Nomor: 339/Deza Rehayu, ——
berikut dengan cegola.bangunan dan toreman serta’ segnls  'sesuatu lainnyn®yang
! sekarong teloh don/atau dikemudian har{ mumngkin aken didiriken/ditanac/hern-
da df atas tanah hak terschut di atas yang menurut sifat dan permtukannys -
[ carta menurut hukum/Undang-undang dinnggap nebagai benda tidak ‘bergernk j —

Lj/l Menimbang, bahwa jumlah hutang Termohen Eksskusi per tonggal & Septecber
1996 teloh berjumlah fp.49.703.533,- (empat puluh serbilen juta tujuh rotus -
tign ribu lima rotus tigs puluh tiga ruplal) dibawsh nila! pembebaran Hok —*
Tanggungon Peringkat Pertama ynitu sebesar K.60.000,000,~ (ensm puluh juts -
rupish) sehingea dopat dikabulkan seluruhnys ; — -

‘ ' £ Menlmbang, bahiva Sertifilat lak Tanggungan Poringkat Pertoama Nomor; —-
- 00304/199% tanggel 18 Juni 1396 jo. Akta Pemberisn Hok Tenggungan Nomor: 64/
0b/ilorgoosih/19% tanggel 3 Junl 1996, yung dibunt dihadapan Pejabat yang —
berwonang dengon memakol judul kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMHAKAN
YANG MAIIA EBAY pdalah mempunyn{ kekuatan/daya eksekutorial sebegsisans Pesal
14 pyat 2 dan J Undang-Undong Nomor: 4 Tehun 1956 Jo. Famsl 224 HiI.R. ; —

b Menimbang, bahwa uniuk pelaksanann eksckusinyn sebagal tahep pertames —
A terhadap Termchon FEksekusl harusleh dilskukan pencguren tarlebih dahulu
1 Wb

% supays dolam tenggang wektu yeng ditetaplan dalan Undang-lUndang eegers melck
nakan kewajlbarmya untuk membayer hutangnya kepada Pemchon Eksakusl, —e—-
secarn baik-baik ; - —

: djhunimhsng, bahwa sebagesimana Akta Pemberian Hak Tonggungan Mozmer: 64/ -
Ofargooesih/1996 tanggnl 3 Junl 1995 Pasal 4 berbuny! Pars Pihek dalam hal-
1 mengepal Hok Tengpungon tersebut 41 etas dengan segala akibetrya memilih
Comisild pods Hontor Panltera Pengedilan Negerl . Kelas I D di Kabupoten DT.if

Dondung 3 ————————— e e

bj Menimbang, babvwe tempat tinggal Termchon Eksekusi berads di Hilayah —-
Hukum Pengadilan Negerl Kls.I-A Bandung, maks peribal pemanggilannya harus -
loh mominta bontuan lepodo Ketun Pcngndhan Hegerd Kls.T-A 3ardung § ———==n=

.ﬁ/l Menimbang, bahwa berdosorkan hal-hal terscbut di atas, permohonnn -——
Demobion Ekcelual ndaleh berslasan den berdssstkan hukus kerenanya dopat i -
terimo don dikebulksn § ———- - -—— -

i'*_';‘) Menimbong, babwe biays yong timbul sebegal akibat dori Penetzpan ini --
untuk sementora woktuy dibebankan kepade Pemchon Ekserkusl yang aken diparhi -
tunglan kemudion dengan hutang Termehon Eksekuol ;3 ——=-r— —————— e

l Memperhotikan Undong - Undang Nomor: & 9% jo. Posgal 196 don —-
Pasal 224 H.I.R., sottn pocal-posol dorl pernturon Per UMUEng-Untzngnn loin-
yang I;prmngkutﬂn P — e m—mm——————————

P e e | 0TI TL, SO O T T | e SR .

1, Mengobulkn permoborun Peschon Eksekusl teraobut dl obtos, ——————eeeee—-- -
2, Reminta bontunn kepadn Ketia Fongodllan Negerl Kla.I-A Dendung sgar ——-
supoyn memerintahkon kepode Jurusite/Jurusits Pengganti Pengocilan Hogeri
Klu.T-A Bondung, wtuk mominggll kepodal =-—-- —— e e

- {-:" U!"""-—ﬂ_n"xi.: - z‘l'-':'""r"'- el ﬁ:s’l .

o o e ——
—_—

2ty THAN somsensnenssnss
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’ " 201, Tuan ZAYAL ARIDIN (d/h OHG, ENG LAT), don = =
/ 2.2, Nyonyn LINA CUISTINE (d/h TAN, CHUI LING), kedun—duanya suami

dulu beralamst di Jalon Janur Indeh IT LA 9/124,
| Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kopa M
597 Bondung, sebagai: TERMONON EXSEKUST T DAN IT.

J 8gor supaya mereka dutang'menghndap kepada Kami, Ketua Penpadilan -
Bale Bandung, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung, .
Jeksa Neranata Bale Endah-Bandung, pada hori:

e ﬁ}t{t'ul tonggal: K. ”4:?13&6!‘{&1996'. Jam:10,00 WIB

{ perlunyns guna ditegur agar dalam tenggang waktu 8 (delapon) hari =

ditcgur, merels segers melaksonakan ltewa jibannya memboyar hutangny;
kepada Pemohon Eksekusi, sobagaimana dimoksud dalam AkLu Pemberian
Tangaungan Nomor: 64/04/Margaasih/1996 tanggal 3 Juni 1996 jo. Seri
Huk Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 00304/1956 tanggal 18 Juni
yong hingga tanggal 4 September 1995 berjumlah sebesar Ry, 49,703.53:
(empat puluh pembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima rotus tiga pu
tiga rupiah), secera boik-batk. . A

3. Blava yang timbul dalam perkara ini menurut hulus sementara dibebar
kepada Pemohon Bksekusi, - s

Ditetaplan di ; Bele Endah - Bandung,
Pada tanggmel ;3o J-QIEMQ.EQ £

KETUA PENCADILAN NEGERI BME BANDUNG

L

If. MONAMYAD ARIF, SI.
N.I.p. O4OUIBO4E,

| Perincion Linym:

= Materol Penctapan I, 2,000, -
= Bedalesi Penetapan 2. 1.000,-

|- Jumlah...., fir, 3,000, - o

|
|
|
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PENETAPAN
Nomor: B2/Pdt.Eks/1996/eN .50,

DEWI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAR YANG MABA ESA ;| ————ree— e

Kami, Ketua Pengadilon Negeri Déle Dandung ;

Membace surot permohonan bertonpgal 23 Oktaober 1950 Nemor: 04/23/X/1996/
Md.Bdg, dordi: RI0 FERMY SIHOMBING, SH. Staff Seksi Remedlal PT. Bonk Dali --
berplamat di Jalon Merdeka Nomeor: & Bandung, yang dalam hal ini bertindak —
untul don stas nomo: PT. Bank Dall Cabang Bandung, barkedudukan d4 Jalsn -—
Herdela Nomor: GG Bandung, berdasarkan surat kumesa khusus tanggal 4 September
1996, yong pada pokoknyn momchon kepads Pengodilan Negerl Bole Bandung untulk-
melokulcon penyilnen ekoekunl dilanjutken dengon lelang eksekusi terhodop ——-
barang yorg dijadikan jJominan utang Termshon Eksekusl, rnng tecdaftar dalam -
roplstor perkora pordota eksckusl Nomer! 02/pdt.Exs/199/P1.00 ., ontara:

I'T. BANE DALT CAHAHG BANDUNG, berkedudukan di Jolen Merdeke Nomor: 66 Bandung
sebognl: Pemahon Ekackual, ——- —_— 2

Lawnn >

Tuan ZATHAL ANININ (d/h ONG, FNG LAI), dobulu bertempot tinggal di Jolen -
Jonur Indah 1T LA 9712 A, Jokarta Utarn, sevarang bertompat —-

tinggal di Jolon Kopo Nomor: 557 Dandung, sebogni: Termohon o--
Fkrnkuod T. = e
Nyonva LINA CHISTIME (d/h TAN, CHUI LING), dohulu bertempet tinggal di —--

Jolon Janur Indah II LA 5/12 A, Jokarta Utars, selwcang bertem-
pol tinggnl di Jalan Kopo Nomor: 557 Dandung, sebagal: Tecmohon

na
-

Flaskus! IT. - e
tiembaca pulad R e -
1, Akla Pengakian Hutang tangenl 26 Juni 1595 Nemer: 75 ; — i

2, Akt Dasberion Jaminan tanggol 26 Junt 1595 logor: 70 ; -- 7

%, Sartifikat Huk Tonggungon Peringkat Perton: Nomor: 00304/7006 tangeal 18 -
Juni 199G ja, Akta Pemberian Hok Tenggungan Homor: GL/oh/Marzonaih /1995 --

tonppol 3 Jund 1996 i e g e
4. Sertifiiot Hnk Guna Dongunan Nomor: 339/Desa Rahoyu, terletak di I'oopinsi-
Joun Narot, Kebupoten Dondung, Kncomaton Morgonaih, Desa Hohayu, Perull --

Mlok E=3 Knv. Homer: GE,:"TJJB, Asal Perafl Penmimban dori '.7/labayu, Lami-
nyn hak berloku 20 talun, hevakhirnya hak tangpal 23 Jull 2013, Combar -—-
5ituasid tangpal 13 September 1994 Nomer: C504/1994, Luwasi 209 M2, torcatat
ptom wamt ZATHAL ADIBIN § =s— —— — e o
e Nerita Accrs Teguron tongenl 16 Oktaber 1990 Never: 02/Pdt, Rka/1905/P0 00,
jo. Pavelopan letus Penghdilon Negeed Dolos Bondung tangpol 30 Scptenber ==
1946 Nomori B2/Pdt Eka/ 1006/ /PH.IE | @ e e e e

Dntlan peekarn eluelusi Nomor: 02/PAt.Eks/1596/PH.IN, s——ee e b

[,

lienimbang, bohwa scbognimana lerits Acora Teguran *anggel 10 Uktober —
1996 Hamor: 02/idt.Bka/1990/PN.0B. jJo. Penotapan Ketua Pengndilan Negeri Dale
Bondung tanggel 30 September 1996 Nomor: 02/pdt.Sks/1996/PN.BB, terhadap —-=
Tormohon Ekaclunl teloh dilakuken pencguran, ekan tetapl sappal habisnyn teng
cang waktu yang telah ditetapkan dulom Undang—Undang Tormohon Ekselusl tersc-
but 4idnk meloksanakan kews jibonnya yaitu membayar hutengnya kepada Peschon =
Fhoslsl gecorn bolk-bolk. === e e e ek e

Hen{oSdns, ssecisnsciasna
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Henimbang, behwo Akts Pemberinn Mok Tanggungan - ja. Sertifilat lak -
Tongrungan yang dibust oleh Pejabet yong bervenmang dengan pemalal iro- ita
POEMT KEADILAN DENDASAMKAN KETUHANAN YANS MAHA ESA", berdasarian Undang -
Updang Nomor:s 4 Tahun 1996 jJo. Pasal 224 H.I.R., mempunysi kekuatan/daya ~
gksclutorial. -— =

Menimbang, bahwo borang yeng dimohonkon aita ekselusl don dilanjutkan
dengon pelelangan/penjualan dimuka uwum bersda di filayah Hukun Pengadilan
Negeri Bole Bandung berwenang untuk melakcoralamnys.

Menimbang, bshwn berdaZarken hal-hal terssbut di atas permohonan —---
Femchon Ekselusi terscbut beralssan dan berdasarkan hukum sehingen karero-
nya dopat dikabullan.

HMemperhatilon Undnng«Undiung Momor: 4 Tabun 1695 jo, Posal 197, 200 --
dan Posal 224 H,I.R., serta ketentmn-ketentunn hukim loin yang bersangku-
tan, —

e MENETADKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemchon Ersekusi tersebut di atas,

2, Memeriniahlan kepade Poniters Pengadilan Hegerl Tele Bondung stou jika-
{0 berhalangan karena {uges pekerjonn lain supaya digantl eleh Hakilny:
yang sah dengan disertsl duw oreng maksl yong memenuhi syarot untuk ——
melaksanakan Penyltean Eksekysl torhadap barang Jaminan hutang Termohor
Eksekusi yang teloh dibebani hak tanggungan tersebut, berupal ———=-—

~ Sebidong tansh Hak Guna Bangunan Nomor: 335/Desa Rahayu, terletak di.
Propinsi Jowa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margsasih, Desa --
Rohoyu, Porsil Blok E-3 Kav. Nomor: 02/T.48, Asal Persil Pemisahan —
Dari B.7/Roheyu, Lamanye hak berlaku 20 tahun, berakhirmye hak tang -
gal 23 Juli 2013, Cambar Situasi tanggal 13 September 1994 Nomor: ---
0G0A/1994, Luas: 209 M2, tercatat atas namo: ZAINAL ADIDIN, berdkut .
dengan oegala bangunan don tonoran porin segals scsuatu lainnyo yang:
acknrong taloh dan/otau dikemudinn harl mungkin skan didirikan/dita -
nam/beradn di ntos tonoh hok teracbut di stas, yang menurut sifat da
peruntukannys sorto menurut hukum/Undang-Undang dianggap sebognl ——
bonda tidok bergerok. w==—=—=——— , —_ -

Sclnnjutnyn torhadap barong Jamlnan ynng talah diletskan olta eksokusi-
toesobut dilakukan penjuwlon dimika wmus secaro lelong dengan persntan
an Kentor Lelang Negars Bondung dan haall bersih carl pelelongan baran
daminan itu gupoym disotorkon kepadn Panibess Pengodilan Negesl Rale -
Bondung untuk dibeyorkan kepada Pemohon Eksckust atou Nussanya yang =2
ae junloh plutongnya ditambah dengan bLisya eksekusi den apablle masih -
ots niso kelebihan supoya disernhken kepoda Termohon Eksokusl stau -—
Wokilnyo yong sah. = o — — -—

3, Dioyn yong timbul sebogol okibat dor! Pencotapon ini untuk sementara --
dbobonkon kepodn Pemchon Ekseckusl yang okan diporhitumgkan kemudan -
dengon hutang Termohon EXSekusl: =e—carmememevastenrspme——mer—snan

Dttatopkon di 2 Bola FEndsh = Bendung.
Lo Pndn tangel 3 7K OxlDaek 994
KETUL PENGADILAN MEGEHT BALE B

DURG,
F s

o o f%‘.‘:ﬂrﬂuq*{

i ST
W

S o

i

It, MOMAMMAD ARIF, SH,
N,I.P. 040010060,

Perineglon bloyn:

- tlaterai Ponntapan fp.2.,000,-
- edakal Panotopen fr1.000,=
- J dom 1 a h e F;‘-}-rOUUT'
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| SURAD PANGOIIAN TRCURAN : |

R\ Nal, 02 ARAGH S TERE A . | A "
e 0 T |."._ , _I'.. © . I’-,"T .. i
Tadg: heel-dni 8 ?ﬁ@g 1l s Yongeal }.__MTLE}BG. Qayn =

DiTANA, Jurusita Pengganti peda. Bengadilan Negori Bandung, atas: perintah
ibid Ketua P'ongodilon Neogori toraobiid gunng. menwnuhi pormintaan dori Kotua
Pengadilun Hegerd lale Dandungtortungpnl 1 Cktober 199G. Nomor ¢ WS.00.I00.
DJ'}-]-O—"I.E'SE- i3 g

TELAN MIHANGTL KIPADA ¢

1o Tn. ZATVAL ABIDIN (d/h ONG TG 141) dan

2. NY.LINA CRISTINE, (d/h TAl CHUT LNG( leeduanya suemi Tatri dilu bosalsmass
di Joalan Janur Indah TII IR /}yw’laﬁ. Jalkarta Utera. scharang
bortempattingral di Jalan lopo He.357 Bandung; sobegoi -
Termohon Semasi I dan IT. i

egur supsyamercka. datang menghedap kepada loami Fetun Pengodilan Wegeri -~
Gale Dandung, bertempat di Kentor Pengadilan Hegeri Hale Bardung Jalen Jaksz
taranata Dele Endeh Barndung, pada, & .

=aes HANL oAU TANGCAL 16 Olronim 15496 TARCIO 00 TTE . weeoascns e

pexlunyz puna ditegur agar dalam tenspapng walctu 8 (delapan) bari setalahy -
ditegur, moreka oezere, melaksanalan kevajibannya mombayars butangnya. leepada
Yemohon Deacluniy sebagai mana dimelksud dalam Akta Femberian Hak Tansgpungen
lomor = 64/04/liavgaasik /1996 tanggal 2 Jurd 1996 Jo.Sertifilkat Halt Tanggui—
ngan Foringlat pertama Nomor i 00304/1996 torszal 18 Juni 1996 yang hingpa-
tanggel 4 September 1996 Verjumlah sebesar RBp.49.703.533,~ (empat pulun -
sembilen juta tujul ratus tiga ribu lima ratus, tiga puluh tiza rupiah) go—
ears baik-baile ; g o

Jaium Ferkava.lomor 2 82/Pdt.Ees/1996/FN.B0. antare PILEAE sALD Cabang Ban
duny, sebagai Pemohon Besclusi Lavan @ Tn.SATHAL ABIDI (&/n oiig aNg &
LA} Dids. sebagai Para Termohon Bsbkusi. —

Panggilan ini says jalanlan ditespat darl pede ia mereka yang dipatseil

mano savd bortemd serta berbicers: done PP P . s
I{ngy W.@J}zgig <oy ga‘.ﬁ_( Qi{i(:; gL %« X
Higdea Panagelint ine S feicea . ; Y . C
R{W&/ﬂzmﬂﬁ’htﬂhn et A () fﬁdﬁe‘? &4‘({6{’ Lty ﬁ-:;?&m, Vet (B e
ff;‘, ‘ﬂ”{/&'ruéfw i T 4’5&&.«:_:&5'_1:.‘; ﬁ;,,fcafﬁf ..Lil(‘ﬂf “ Ferls 7‘]

-t A rrey : T

selanjutnys gsaye telah moninggellcan dom menyerahlcan kopoda in worels gotae
lai salinan sweat Pangpgilon ind kepada 3 pefe ﬂy . O

Demikianiah surat Panggilan ind dibust din ditand etoangand olelt paya jusucitz

Ponyprponti sertn - _‘O':::"/@C &_‘maﬂfﬁﬁf*.;

Y:IG DITANGOLL. e BEmus smogater |
Tl ey i “.:-.'.
e RPN —
" R =
" I e 1 ey 7 S ——
|_ 3 :.1 ._{'I .ﬁ:—rﬁ fh”
T A U

Dicya Tongrilon inl sebepar
ip.00,000,- {sepuluh rivu rupial)
g
Leocal Cuzpes
e /

—
.
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OENTTA ACARA TEGUIGN o
Hamor: u?:fLmt.Ekshggﬁjml.1'511. ___,,/.J
R i

Padn borl Inis 1LABU 4 tnngeols 16 OKTORER 1990, Kowl - Ketia Dengoddlon
Hegeri Lele flandung, somel dengon Penetopan Kotun Penpadilen Hegeri Bnlc -
pandung tanggal 30 Septenber 1956 Hamors BZ;’F:.‘I.J:\.ER;L,"I‘QOG;’PH.EH., dengon di-
bontu oleh Jurusito pada Pengadilan Negeri terselut, T gy e

TELALL MEMECGUTL 3

1. Tuan TAINAL ABIDIN (d/h OHG, ENG ALY dap = —

2. Nyonyn LINA CHISTINE (¢/n TAN, cnur LANG), kedw=duinyp swumd LstTd, =
— dphulu beralamst di Jalen Jenur Indah I1 LA G124, Jakarts -

Utarn, sSekorwng bertemnat tingeal di Jolan Kopo HomoTi 55T =
pandung, scbagoll Termohon Eksekusi T By IT. el
apar dalom tenggobdi woktu B (delapan} hari seteloh diteguTy pereka SEgers —
e laoksanakon wowa Jibannyo membayat hutangnya kepada Pemohan Eksclkusi, sebo-
ga imana dlmaksul dolam Akt pemherian liak Tangguninm Homor: thﬂhj[iar@asihf
1995 tonggal 3 Tumi 199 Jjo. Sertifikat Hak Tonggungan peringknt Pertams ——
Homar: CO304/1990 tapggol 18 Junl 1996, yang hingge tangpal &4 September —-
195C berjumloh sebesst rq:.hg.".rnj.ﬁ}},- Eerpp-ﬂt puluh sombilan juta tujuh =—=
rotue tiga ribu lim ratus tige puluh tige rupiah), secara ba {e-boik, ——

Uprdasarian surat Panggllon Teguran tanggal B Oitober 1900 Honar: g2/~
pat,Eks/1595/PH.0D., Y3NE dibuat den ditands tnngani oleh: TARYANA Jurusits

Poenggantl pada Penmadilen Hegeri Kls,I-A Bendung. .
- Terhadap: PARA TRRMOHON EXSERUST: ——=—— - SO L R

~ TinnrTATNAL ADIDIN (d/h ONG, ENG A1), datang senghadap =—
kepada Kamd, Kotua Pengndilan Hegeri Bole fondung, yang da lom
hal ini ia beritindak untuk dirinya sendizl dan selaku kuisa -
1 {man dari istringya yang barnama: Nyonya LINA cuzsTiNg (d/h -
TAN, CHUL Litg) / Tarmohen Eksckusi IT, sedanckan terhadap -
Temaation Eksekusi 11 telan dipanggll secora A sit dam o soh ——=
memurut huloam, = — el e R et R

~ Atpsg terguinon tornebut Termohon Ewselusi menystaion e iah-—r
HEARAH nan HEHWGERTL" dan ipembono Ciean merplaya L hutons kepadi-

pamabhan fuschusi oejumlsoh L s T e R N £

= Selenjutnys Termahon Ersekusi unbuk melumsl utengnys mehon -
waklu scloma 3 bulan (surat ferlampl) sommem e = 2

Nemiklaniah Nerita Acaud Teguran ini dituat don ditanda taprani oleh -
fawmitil- Yl penradllan fopnol nala Nondung Tuuafln serty Tesmahan Toernnkii=

sl
TermaiuT FP:EJ-D}’.'Jh_E:/ J
o

u:u.»-.lu.ﬂ :
% NS
&i’// /*’J_,,/ Gk ) ' ,,7"‘(:%:——’”"‘45

. HCHAEMAD AFEER, 5.
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ihalrs | hmeralchenang _ ‘

ﬁﬁﬁthﬁh fofde 2t andlbr, TR0 1996
A tlpa) bulan

untulk menyelo-

sailkan kewa jiban

kepada PYT.Bank

L B

e pad a -

Y, papole Ketua Pengaclilan Hegeri
¥1.1D Bale Landung
di

DALE BERNDAH.

Yang bertunda tangan dibawah ok s

1. Tn.2ATNAL ABILIN (d/h. ONG ERG LAL)

2. Ny.LINA CHRISTINE ( D/h. TaHl CIEUL LING) , kedua-duanya
Suami-iotori, bertempat tinggal Jalan kopo Ne, 95T -
pandung, (duluw Jl.Janur Indah IT LA 9/124 Jakarta -
Utara), disebut TERMOHON SOMAGL I DAN IT

hendal mengajukan persmohonan kehadapan Bapalt Ketua
Péngadilan Negerl ¥L.1 Bale Entlah agar kami diberikarn
walitu Selama 3 (tipga)bulan se jak kami ditegur aoleh
papak dalam menyelesaikan hutang kami kepada PT,Bank
fali sebapalmana dalam perkara No.02/Pd4.Eka/ 1096/ PR . 0B
dan apabila kami tidak menyelesaikan waktu selama
Z(tigajbulan sejak ditepur, kami bersedia perkaranya
diproses lebih lan jut sebagulimana dalam sumat -
pernyataan kami tertanppgal 14 Uktober 1996 (terlampir)

da¥am surat inia

Untuk itu mohen lebijaksanaan Bupak selaku -
Peugayom dan pencari keadilan karena lkami saat Inil

sedang kesullitan/kelesuan dalam usaha kami.

ftas bantuan Bapak, kaml menpucapikan terima

kasih, ; ”!,,f’
: v/’ff!ﬁf
Harmat ltami,
RN

4 | QT

b, ZAINAL ABIDIN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SUBAT PeRRYATAAN

Yang bertanda. tangan dibawah ini =

l. Tn. Z2AIHAL ABIDIN (d/h. QNG ENG LAT)

2. Ry.LINA CHRISTINE, (d/hl TAN CHUI LING), kedua-duanys
suami fsteri, dulw bertempat tinggal di Jalan Janur
Indah II LA 9/12a Jakarta Utara sekarang bertempat
tinggal di Jalan Kopo- Nomor 557 Bandung, sebagai
Termohon Samasi I dan ;lﬁ; it

Lcngaw lnl menyatakan =

- bahwalkami memolion waktu selama ;!txﬁa)bulan sejals -
ditegur tgi 16 Ok.tober 1996 oleh Bapak Letua PLqEﬂiAAdh
Negeri Bale Hanhung un tuk mcnynlnadikan “hutang kami
kc.p.nlf.x L Dank Dell dan perkaranya uudah menjadi -
perkara dl Yenpadilan Nepgeri Bale Dandung reg.lio.

uzﬁruL.musflﬁahXPu.nn ;

o bahwa kawml selarang dalam kesulitan dalam usaha dan

apabila dalam 3({tipa)bulan tidak Sﬁlﬂﬂal. makta kami
bersedia perkaranya diproses lebih lanjut aleh -
Penpgadilan Nepgeri Dale Dandung schagaimana dari Alita
Pemberiat Hak Targgungan Nomor' G1HG¢KNalgaasihflﬁﬁﬁ
tanggal 3 Juni 1996 Jja sertifikat llak Tangpunpgan Pe-
ringkat Pertama Hﬁmorrﬁﬂﬁﬂdflgﬁﬁ tanggal 18 Juni 1996,

Demiltian surat pernyataan kami buat dan tanpa
ada paksaan dari pihalt manapun.

Dandunpg, 14 Okiober 1986,

Horima L Teroohon I dean IT
Samasi,

-

"\x-r\..l. ADIDAN (d/h.ONG ENG TAL NY.IINA CHRISTINE (d/h)
sy o Tal CHUL LIKG.
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' DBERITA ACARA PENYI'TAAN EXSERUST
( EXECUTORIAL BESLAC )

g‘i-_/-/‘ - Homor: 82/Pdt.Exs/1996/0N.50 : i :

Peda hari Ini: KAMIS, tonggnl: 31 OKTODER 1995, soym: JOJO WITARJO, Jurusita
3 Pengad {1an Hegerd Bale Dandung berkedudukan .di Kabupaten Bandung atas perin-
1 Ketua Pengadilean Negerd tersebut dalom Penetapannya tangel 25 Oktober 19956 -
ars B2/Pdt.Eks/1996/PH.DB., didelsm perkera entarg: —— - s

DANK BALT CADAND HIANHLI'.‘.'E, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor: 66 Berdung —-
sebagnit Pemohon Eksebuni, i

Lawan : '

n ZATHAL ABTIDIN (d/h oNG, ENG TAT) dkk, scbagni: Pora Termohon F:ksehmi._ =

ut melak kan penyitoon eksekusi ontas barang jaminan hutang Termohon Eksekusi -
a says dengon diserlnf dus orong saksi yang telsh dewasa dan fiapat dipercaya -

ing-masing bernom: - - S R L
ITNIH Hr)F]IDI!;' dan — — e e

LM A N, — kedus—dusnyn Keryewan Pengasdilan Negeri Sole-Bandung dan --
berkedudulan di Bandung, S

i datzmr_;, 41 tempat borong daminan hutang Termchon Fksckusi don disans Baya -
emy Serta berbicera dengan: ——————— —————

i, TOAD MUSADAD, BA., Kepaln Desa Rehayu, Kecamtan Margoesih, Keburaten DT.IT

E.!IEII'J’j.UﬂE. e e e e e e e e e —————— e e

] e e . e

H DOMWTE TRAWAN, 5il., pihak Pomohon Eksekulg, w————-

Ll

Seteloh kepada noroks diberdtahukan tentong mkmud kodotap
erlibatkan dan menbacakan FPenetopan Ketin Fengod
cbut diy otas, yailu untuk meloksanakon penyitonn
g Termohion Eksalkuni guna momenuhi Sartifikat ilak Tengguipon Poringkat Perloma
T OO304/1996 40, fkta Pemberion Hak Tanggungnn Homor: Ghﬁghmurmnﬂmﬂgmﬁ
=0ya dengan disoksikan oleh kedun orang eakal tersebut ¢4 otag mclokukon ---
itavin eksokus! ptas barang Jaminan hutang Termohon Ekselaisl tm:szz?:ﬂut1I yaitu -

i
e g cE o
o 2 R e 3

enn nayo danpnn --
11nn Hegert Ilnln,llun:'lum; -
ckackual otag bavang daminin

Hdang Yannh Hak Cuns

Nonpunan Nomope: 339/ Donn Robayu, tarlats
B Harat, Kabupnten Aardun

; 7y Keocamatnn Hnr;;nnr:ih'

= e o e o BT Lol Dawiai

k di Propinsg -
Mo rn Aabaya, Perafl Atak LTz,
b o, | "-f_fl-.l-q, v B e .
JULaE Aldnggied w3 Jui, b e Pl P e VT I T
plenbor T994 Namar: I.l’:u-':,-"i'jf;lh,

t; dengan botas-tatos;

f B PPN SN, e ) -
2rr Ay .‘ ' 4 b
&l AITIUE A E L L L g

Lunu: 208 Md, Lerfuntol ptos namal FALWAL &AW1 -

T T T e e e e

sebeloh Utarn : Solokan kecll/Ruroh E.3 No.1 o.n, BUNTONG, moo— oo
sobelah Timmp + Soleokan keeil/Jelan Kompleks, eemmemeee
zebeloh Selnlan 3

Solokan kecil/Jolan Kompleks,
ebelnh Norok t Rumh E.3 Noud o.n. Pak [lobot, e e e
ikut sobueh banguren rumah type U8, terdir! dopy: Dinding tembok, Lontal —-.
amlk putih, Rangks kayu, Plapon triplek, Atap Genteng beoton, Selompnt gl s
al sebagni Kempleks Rahayu Carden Regbncy type 48 Dlok £-3 Kaveling Nomgr: 2
2 Rahayu, Kecamatan Hargoasth, Kabupaten DT.II Bondung, ~—— e __
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Qigital Repository Universitas Jember

Sabagai penyimpan borang sitsen tersebut di atas, telah ditunjuli ——ee
- Tuon Zninal Abidin dan Nyonya Lina Chistine, pihsk Pars Termobon Ekselissi.

dengan diberitahukan kepadonya, Lehwa barang sitean itu harus dijegs demon-
baik, tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannys, sepertf ~——
dengan penjoalan dan ..nbag,ainyﬂ, pula kepads Kepsle Desa nalmyu1 YBNE man -
ku Dornonas + e ————

H. JOAD MUSADAD, BA.

tolah saya beritahuken mengenai penyitsan barang Termchon Eksekusi itu dentan
maksutl supayo hal itu diumonien di tempat tersebut, sehinggs dikelahul alel-
orang banyok, sesuni Pasal 108 nyet (2} H.T.h. e

Selanjutnys saya telah meninggalkan dan menyerahkean kepada pihal ———>n
Pemohon Ekselkusi dan Termohon Eksekusi serta Kepals Desa Reahoyu tersebutb -—-
mosing-mosing sehelai saliman/photo cup;.* sah berits scara penyitsen ekschusi

lng, =—=- - —
Domikianloh borlio scars penyitasn eksekusi Ind dibuat dan ditantds ———

tonpganl oleh says Jurusita, Saksl-saksi, penylmpan humng sitaon dan Yepalo

Doss fohayu tersebut,

Soksi - saksl

idin Hﬂhidint

| Penyimpon bartang
sitaan tersebut,

tidok nda di tempat,

Tean ZATHAL ABIDIN k.

HOtir s ee s uls sw ey ii=s
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Digital Repository Universitas Jember
Womors T3 / Peng / 1996 J/ PN.BD.

i ini: JUM'AT, tonggal: 1 NOPEMBER 1995, Jam:00.00 WIH,
mya:chfaﬂf;{.m;IﬁiimaK, 5!!!, Pnﬁiterﬂfﬁekretaris Pengadi{lon Negeri -
Bole Bandumg telsh mendaftarkan/mencatat tentang sitaon yang termuat
dnlam Berita Acera Penyitaon Eksekusi di Kepenitersan Pengadilan —--
Negeri Bole Bandung, sesuai Pasal 196 ayot (1) H.I.R.

. PANITERA/SEKRETARIS
! 7 BALE BANDUNG

y-l- DITI s
N.I.P. DA0014713,

Sitaan Ini telah diminta untuk dicatot didslam register yang 'Eeraed_:iﬂ
untuk itu kepads Kepals Kantor Baden Pertanahon Kabupaten Bandung —
dengan surot Pengadilan Negerl Bale Bandung Nomor: W8.D0.HT.04.10-23¢
tangpal 1 Nopember 1996, sesuai Pasal %0 P.P, Nomor: 10 Tahun 1961.—-

. PANITERA/SEKRETARIS
ARILAN NEGE%I BALE BANDUNG
F

i ad u:‘-LDI'L. SHa
-I-Pl nmu"‘h?‘i}i "

R
. s
T i

e

( o, | O Porpstalann |

TS (rAnrD



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/



